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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Hukum 

Positif Dan Fiqh Siya >sah Terhadap Dugaan Makar Webinar Constitutional Law 

Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada”. Melalui penelitian yang 

dilakukan, maka skripsi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan ke 

dalam rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap 

Kebebasan Akademik Dalam Dugaan Makar Webinar Constitutional Law Society 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah 

Terhadap Kebebasan Akademik Dalam Dugaan Makar Webinar Constitutional 

Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Data dalam penelitian 

dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) sehingga didapatkan sumber 

hukum primer dan sekunder. Kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa 

data kualitatif dengan menjelaskan bahan hukum dengan kata-kata yang tepat. 

Sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kebebasan akademik dalam dugaan 

makar webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah 

Mada. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan hukum positif 

dan ketatanegaraan islam, yaitu Fiqh Siya >sah dalam cakupan pembahasan Siya>sah 
Dustu>riyah. 

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Yang pertama, bahwa dalam dugaan 

makar webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah 

Mada ditemukan adanya pengekangan serta tekanan terhadap kebebasan 

akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika. Kebebasan akademik yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 8 ayat (1) dan 9 ayat (1) yang diperkuat dengan ketentuan kebebasan 

berpikir dan kebebasan berpendapat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 2, 4, 23 ayat (2), dan 25 serta 

kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita hukum dalam peraturan 

perundang-undangan tersebut. Kedua, bahwa dalam fiqh siya>sah cakupan siya>sah 

dustu>riyah regulasi tentang kebebasan akademik di Indonesia telah sesuai dengan 

konsep hak asasi manusia, konstitusi, legislasi, dan ummah. 

Selaras dengan temuan penelitian diatas maka rekomendasi yang dapat 

diberikan adalah masyarakat harus lebih berhati-hati ketika berargumen terhadap 

sebuah isu agar tidak mencederai kebebasan akademik orang lain dan pemahaman 

terkait kebebasan akademik harus lebih disebarluaskan. Negara juga harus ambil 

peran dalam melindungi kebebasan akademik, serta lembaga atau organisasi yang 

memfokuskan diri pada isu kebebasan akademik harus lebih gencar dalam 

memberikan dukungan dan perlindungan bagi sivitas akademika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan 

perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia 

adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh 

makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Menginjak dewasa 

bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya : bermain-main, bersekolah, 

bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta 

menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang
1
. 

Namun, kepentingan manusia tidak serta merta dapat terus ia lindungi. Dalam 

kehidupan bermasyarakat, setiap manusia juga memiliki kepentingannya masing-

masing yang mustahil tidak akan berbenturan dengan kepentingan manusia lain. 

Oleh karena itu dalam tatanan masyarakat perlu adanya sebuah perlindungan yang 

menyeimbangkan keadaan sehingga dapat menciptakan ketertiban, kedamaian dan 

keamanan.  

Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut dapat tercapai 

dengan diciptakannya sebuah pedoman atau peraturan hidup yang mengatur 

tentang tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak 

 

                                                                 
1
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 1. 
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menimbulkan kerugikan bagi orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau 

peraturan itu disebut dengan norma atau kaedah sosial
2
. 

Dalam perkembangannya, awalnya manusia tidak membedakan tata kaedah 

sosial. Namun seiring berjalannya waktu manusia membedakannya menjadi 4 

macam kaedah, yaitu kaedah kepercayaan/keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah 

sopan santun, dan kaedah hukum. Diantara keempat tata kaedah yang telah 

disebutkan, kaedah hukum lah yang melengkapi ketiga kaedah sebelumnya. 

Dimana kaedah hukum memberikan perlindungan yang ditujukan kepada sikap 

lahir manusia.  

Melalui kaedah hukum inilah peraturan perundang-undangan lahir. Peraturan 

perundang-undangan merupakan bentuk kaedah hukum yang tertulis. Yang berisi 

tentang hak dan kewajiban. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan 

memiliki susunan atau hierarki yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 

tahun 2011 tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) dimana Undang-undang Dasar sebagai 

konstitusi negara menempati hierarki tertinggi di dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia. Di bawahnya adalah Ketetapan MPR, Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Selaras dengan konsep antara manusia dengan kepentingan yang telah 

dipaparkan dimuka, peraturan perundang-undangan dibuat melalui norma atau 

kaedah yang ada di dalam masyarakat. Kemudian peraturan perundang-undangan 

                                                                 
2
 Ibid., 4. 



3 
 

 
 

ini hadir dalam tatanan kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan 

masyarakat. Perlindungan akan kepentingan yang diberikan oleh hukum semata-

mata adalah untuk melindungi hak asasi manusia.  

Berbicara tentang asal-usul kata hak asasi manusia, dari segi bahasa hak asasi 

manusia berasal dari bahasa asing. Seperti dalam bahasa Inggris disebut dengan 

istilah “human rights”, bahasa Prancis “droits de l‟homme”, bahasa Belanda 

“gronrechten dan fundamentele rechten”, dan juga istilah “civil right” yang 

digunakan di Amerika. Kemudian kata-kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi hak asasi manusia
3
. 

Arti dari kata hak asasi manusia itu sendiri dijelaskan oleh Tilaar (2001) 

sebagai sebuah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak dia lahir atau ada 

di dalam kehidupan masyarakat dimana hak tersebut membuatnya dapat hidup 

dengan layak sebagai seorang manusia
4
. 

Sedangkan PBB melalui Teaching Human Right mendefinisikan hak asasi 

manusia sebagai suatu hak yang membuat manusia bisa hidup layaknya seorang 

manusia. Selain itu, John Locke juga memberikan definisi tentang hak asasi 

manusia sebagai berikut, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan 

oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, sehingga hak ini tidak dapat dicabut oleh 

siapapun dan kekuasaan manapun di dunia ini
5
. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia mendefinisikan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

                                                                 
3
 Kunawi Basyir, et.al, Pancasila Dan Kewarganegaraan, (Surabaya: UIN SA Press, 2017), 296. 

4 Ibid., 296. 
5 Ibid., 296. 
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merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 

oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. Artinya hak asasi manusia tidak 

boleh dilanggar dan negara dalam hal ini pemerintah harus melindungi melalui 

hukum yang diterapkan. 

  Hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Hak asasi manusia yang diatur di 

dalamnya mencakup lingkup yang luas. Termasuk hak mengembangkan diri 

melalui pendidikan. Hak ini diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dan hak dalam mendapatkan 

pendidikan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) tentang Pendidikan dan Kebudayaan 

yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, sehingga 

Pasal ini menjadi dasar dibuatnya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi 

yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 yang diundangkan tanggal 10 

Agustus 2012 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

158.  

Dengan adanya hak asasi manusia, seseorang memiliki kebebasan untuk 

melakukan atau memenuhi kepentingan/kebutuhannya. Untuk mengembangkan 

keilmuan, maka diperlukan suatu kebebasan dalam lingkup akademik. Di dalam 

Undang-Undang ini pula diatur kebebasan bagi sivitas akademika. Kebebasan 
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dalam lingkup akademik itu diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 

12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan”. 

 Pada dasarnya, kebebasan akademik merupakan suatu kebebasan yang berasal 

dari penggunaan akal secara maksimal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

kebebasan akademik adalah bagian dari kebebasan berpikir dan kebebasan 

berpendapat
6
. Sehingga kebebasan akademik dapat dimengerti sebagai bagian dari 

hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) 

bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat”. 

 Dengan adanya pengaturan tersebut, hak untuk mendapatkan pendidikan di 

Indonesia seharusnya dapat berjalan dengan lebih baik dan perlindungan terhadap 

kebebasan akademik bagi sivitas akademika dapat ditingkatkan. Namun 

kenyataannya, kebebasan akademik yang secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 

8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 masih belum berjalan dengan 

baik. Nyatanya sampai tahun 2020 lalu, kebebasan akademik masih dibungkam 

oleh sekelompok orang/oknum.  

 Kebebasan akademik berkaitan langsung dengan kasus yang sempat viral 

beberapa bulan lalu. Dimana pada bulan Mei 2020, perkumpulan mahasiswa 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM atau Constitutional Law Society 

(CLS) membagikan flyer yang berisi acara seminar online melalui akun instagram 

                                                                 
6 Al Husaini M Daud, “Realitas Historis Kebebasan Akademis Dalam Sejarah Intelektual 

Muslim”, Vol. 01, No. 01, (t.tp, 2019), 40. 
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resminya. Awalnya acara tersebut mengangkat tema “Persoalan Pemecatan 

Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang akan 

dilaksanakan pada 29 Mei 2020. Namun karena mendapat kecaman dan respon 

negatif, akhirnya tema seminar tersebut diubah menjadi “Meluruskan Persoalan 

Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Setelah melakukan 

perubahan pada judul webinar, kecaman-kecaman malah semakin gencar 

dilontarkan. Bahkan kecaman yang berisi dugaan makar tersebut berubah menjadi 

teror dan ancaman bagi tim penyelenggara acara hingga Pembicara, yaitu anggota 

CLS dan Prof. Dr. Ni‟matul Huda, SH., M.Hum. Akhirnya pihak penyelenggara 

memutuskan untuk membatalkan acara karena teror yang didapat dinilai 

berbahaya dan akan berdampak buruk bagi tim penyelenggara dan pembicara. Tak 

berhenti disitu, isu dugaan makar terus mencuat hingga acara yang pada akhirnya 

dibatalkan ini ramai diperbincangkan di sosial media hingga siaran televisi. 

Banyak pro dan kontra yang beredar di berbagai kalangan. Pihak yang mengecam 

menuduh bahwa acara ini sengaja dibuat untuk menggulingkan Presiden, dimana 

pada masa pandemi covid-19 ini semua orang sedang memperhatikan kesehatan 

namun penyelenggara malah membicarakan politik. Di sisi lain, ada pula pihak 

yang berpendapat bahwa kegiatan tersebut bukanlah makar dan hanya merupakan 

diskusi ilmiah saja. 

  Untuk menentukan apakah kegiatan tersebut adalah makar atau bukan, maka 

dapat kita cermati ketentuan-ketentuan tentang makar yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, makar diatur dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 

139a, 139b, dan 140.  
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   Pasal 87 berbunyi “dikatakan adanya makar untuk melakukan suatu 

perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan 

pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53”.  

 Pasal 104 berbunyi “makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau 

merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil 

presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.  

  Pasal 106 berbunyi “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian 

wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah 

negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

sementara paling lama dua puluh tahun”.  

  Pasal 107 ayat (1) berbunyi “makar dengan maksud untuk menggulingkan 

pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.  

 Pasal 139a berbunyi “makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah 

lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan 

pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun”.  

  Pasal 139b berbunyi “makar dengan maksud untuk meniadakan atau 

mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara atau daerah yang lain, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. dan, 

 Pasal 140 ayat (1) berbunyi “makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja 

yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun”. 

 

  Bila diuraikan secara singkat, Pasal 87 berkaitan dengan Pasal 53 yang mana 

mengatur terkait pogging atau percobaan. Pasal 104 berisi tindakan yang dapat 

berakibat secara fisik bagi Presiden dan/atau Wakil presiden. Pasal 106 berisi 

tentang tindakan terhadap wilayah negara. Pasal 107 berisi tentang tindakan untuk 

menggulingkan pemerintah (kudeta/coup d‟etat). Pasal 139a berisi tentang 

pelepasan wilayah namun dilakukan terhadap negara sahabat. Pasal 139b berisi 

tentang berbuatan yang tidak sah terhadap bentuk pemerintahan negara sahabat 

atau daerah lain. Dan Pasal 140 berisi tentang tindakan yang dapat mengancam 

nyawa atau kemerdekaan kepala negara, baik berupa Raja ataupun Presiden, ini 

dapat diartikan sebagai tindakan fisik karena berhubungan langsung dengan diri si 

pemimpin. 
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  Namun dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan apa itu definisi dari makar. 

Dalam jurnal yang dikutip, istilah aanslag atau aanslag tot en feit harus dimaknai 

sebagai bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan negara atau berupa 

serangan terhadap orang-orang yang mewakili negara
7
. Bila dihubungkan dengan 

polemik dugaan makar webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada, hal yang menjadi perdebatan adalah tema webinarnya, 

yaitu “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem 

Ketatanegaraan” dan diubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian 

Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Dua kalimat ini dapat dimaknai 

dengan persoalan pemecatan Presiden yang pernah viral di internet terkait 

beredarnya isu bahwa Presiden gagal dalam mengatasi pandemi covid-19. 

Menurut penulis, judul ini dimaksudkan untuk mengatakan kepada khalayak 

umum bahwa pemecatan Presiden tidak bisa dilakukan dengan mudah hanya 

karena Presiden dianggap gagal dalam mengatasi pendemi covid-19. Seperti yang 

tercantum pada poster webinar tersebut, persoalan pemecatan Presiden itu akan 

ditinjau dari segi sistem ketatanegaraan. Artinya, pemecatan presiden hanya dapat 

dilakukan apabila sesuai dengan aturan dalam sistem ketatanegaraan, yaitu 

berdasarkan konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 

dalam Pasal yang terpisah berisi tentang aturan-aturan terkait 

pemberhentian/pemakzulan Presiden dan/atau Wakil presiden. Penulis dalam hal 

ini hanya mengambil beberapa Pasal yang berhubungan dengan kriteria/syarat 

                                                                 
7 Widati Wulandari dan Tristam P. Meoliono, “Problematika pengertian Aanslag-Aanslag tot en 

feit: Perbandingan Makar Dalam KUHP, WvSNI, dan Sr.”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, No.3 

Vol. 4 (2017), 480. 
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seorang Presiden dan/atau Wakil presiden dapat diberhentikan dan juga prosedur 

pemberhentiannya. 

  Pasal 3 ayat (3) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat berbunyi “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”. Jadi, apabila 

MPR ingin memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden yang masih 

menjabat, atau masa jabatannya belum habis, harus memperhatikan aturan-aturan 

yang ada di dalam UUD 1945. 

  Pasal 7A berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan 

dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil presiden”.  

 

  Kemudian Pasal 7B terdiri dari 7 (tujuh) ayat yang menguraikan terkait 

prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil presiden. Secara garis besar, Pasal 

7B mengatur bahwa sebelum DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil presiden kepada MPR, DPR harus terlebih dahulu mengajukan 

permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah 

pendapat DPR memenuhi persyaratan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 7A. Apabila terbukti Presiden dan/atau 

Wakil presiden memenuhi kriteria Pasal 7A, maka DPR menyelenggarakan sidang 

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian tersebut kepada MPR. Lalu 

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR dalam 

waktu paling lambat 30 hari setelah MPR menerima usulan DPR.  
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  Melalui uraian di atas, bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

presiden ada persyaratan tertentu dan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Hal 

inilah yang ingin disampaikan dalam webinar kontroversi di atas. Kemudian 

dengan melihat tindakan yang dilakukan kumpulan mahasiswa tersebut, penulis 

berpendapat bahwa para mahasiswa itu hanya ingin menyelenggarakan 

kajian/diskusi ilmiah, bukan suatu tindakan yang dapat mengancam keselamatan 

pemerintah dan negara. 

  Oleh karena itu, dalam peristiwa dugaan makar webinar yang akan diadakan 

oleh Constitutional Law Society atau CLS didalamnya ditemukan suatu  

permasalahan terkait kebebasan akademik dimana sivitas akademika mendapat 

teror dan ancaman yang menghalangi mereka untuk mengadakan sebuah kegiatan 

diskusi melalui webinar. Sehingga peristiwa yang terjadi (das sein) bertentangan 

dengan kebebasan akademik yang menjadi cita-cita hukum atau sesuatu yang 

seyogyanya terjadi (das sollen) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 

 Begitupula pandangan dunia intelektual islam terkait kebebasan akademik, 

yangmana pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya, berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Anak turun 

Adam ini dibekali dengan akal pikiran, yang membedakannya dengan hewan dan 

tumbuhan. Dengan dimilikinya akal, manusia mampu untuk berpikir, 

berkeinginan, melakukan pertimbangan hingga menciptakan perbedaan pemikiran 

antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika manusia dapat menggunakan 

akalnya, maka ia dapat menyerap ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah SWT 
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tampakkan padanya. Manusia akan semakin haus akan pengetahuan dan terus 

menggalinya, sehingga ilmu pengetahuan itu dapat terus tumbuh dan berkembang 

seiring dengan berjalannya waktu. 

 Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi 

kebangkitan peradaban suatu bangsa. Mulai dari zaman kuno hingga zaman 

modern, dalam catatan sejarah pasti ada tokoh-tokoh yang memegang peran 

penting dalam usaha memajukan bangsa menuju suatu perubahan melalui ilmu 

pengetahuan. Perubahan itu dapat dicapai karena masyarakat mengapresiasi 

keberadaan ilmu dan memberikan kebebasan dalam upaya pengembangannya, 

melalui pengajaran hingga penelitian. Dalam literatur Arab kebebasan disebut 

dengan kata َّٝخُ “  ” اىحُشِّ al-h}urriyyatu dari h}arrara yang artinya membebaskan atau 

memerdekakan. Kebebasan merupakan anugerah kemuliaan (al-karamah) dari 

Allah SWT yang melekat pada setiap insan ciptaan-Nya. Hal ini sebagaimana 

ditegaskan dalam firman-Nya: 

ِٚ ءَادًَ َْب ثَْ ٍْ ىَقَذْ مَشَّ َٗ
8  

 “Sesungguhnya telah kami (Allah) muliakan anak keturunan Adam….” 

 Menurut pandangan Islam, hak asasi manusia merupakan fitrah bagi setiap 

manusia. Oleh karena itu kebebasan bersifat asasi. Dalam Al-Quran dan Hadits, 

Allah SWT banyak mengajarkan manusia tentang prinsip kemerdekaan dan 

penghargaan terhadap kebebasan. Pokok-pokok ajaran Islam yang sesuai dengan 

prinsip tersebut adalah, 1. Agama merupakan jalan menuju Tuhan, oleh karena itu 

seseorang harus memeluk agama dengan kesadaran dan kerelaan diri masing-

                                                                 
8 Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 

2019), 403. 
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masing, 2. Islam sangat menganjurkan manusia untuk menggunakan akalnya 

secara maksimal, hal ini berkaitan erat dengan kebebasan akademik sebagai wujud 

dari kebebasan berpikir, 3. Orang-orang yang menuntut ilmu mendapat 

keistimewaan dalam Islam
9
.  

 Konsep kebebasan akademik bersumber dari dua unsur utama yaitu 

kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Karena inti dalam kebebasan 

tersebut adalah penggunaan akal secara maksimal tanpa adanya kekangan dari 

pihak manapun, baik pemerintah, aparat, ataupun kampus tempat akademisi 

mengembangkan diri. Bahkan Allah SWT melalui firman-Nya selalu menuntut 

manusia untuk senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir. Contoh 

penggunaan akal secara maksimal telah dilakukan oleh ulama mujtahid dalam 

melakukan ijtihad demi kebutuhan umat manusia yang selalu bertambah dan 

berubah secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman.  

 Kebebasan akademik dalam islam tergambar dalam proses belajar-mengajar, 

mengadakan penelitian, dan mempublikasikan hasil penelitian. Akademisi muslim 

juga melakukan pengabdian langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini 

sesuai dengan tugas pokok seorang ilmuan yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan di lembaga pendidikan. Yakni menyebarkan, mengembangkan, 

melestarikan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan 

disebarkan lewat aktifitas belajar mengajar, dikembangkan melalui kajian dan 

penelitian, dilestarikan melalui tulisan dan dipraktekkan lewat pengabdian. Hal ini 

                                                                 
9 Maisaroh Ritonga, “Kebebasan Akademis Dalam Tradisi Intelektual Muslim”, Jurnal Pendidikan 

Riama,No.04 Vol. 03, 2018, 123. 
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telah dilakukan oleh kaum intelek muslim sejak berabad-abad yang lampau
10

. 

Ensiklopedi Pendidikan mendefinisikan kebebasan akademik sebagai tidak 

adanya pengekangan, hukuman dan intimidasi terkait kegiatan dalam pengkajian, 

penelitian, pemaparan lisan, penerbitan hasil penemuan, dan pendapat ilmiah
11

.  

 Dibawah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang memiliki sangkut paut 

dengan kebebasan manusia untuk menggunakan secara maksimal akal pikirannya. 

Yaitu: 

 QS Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi: 

ب َّٝحْزَ  ًَ قَبۤىِٕ َّٗ ْٞوِ سَبجِذاً  َ٘ قَبِّتٌ اَّٰبۤءَ اىَّ ُٕ  ِْ ٍَّ ٙ اَ ِ٘ ٖۗ َٝسْتَ  ٔ خَ سَثِّ ََ ا سَحْ ْ٘ ٝشَْجُ َٗ خِشَحَ  سُ الْْٰ

َٝتزَمََّشُ اُٗىُ٘ا الْْىَْجَبةِ  ب  ََ َُ ٖۗ اَِّّ ْ٘ َُ َٝعْيَ َِ لَْ  ْٝ اىَّزِ َٗ  َُ ْ٘ َُ َِ ٝعَْيَ ْٝ  اىَّزِ
  

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah 

pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama 

orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ulul albab (orang yang 

berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran
12
.” 

 

 QS Ash-Shaad ayat 29, yang berbunyi : 

َٞتزَمََّشَ أُٗىُ٘ الأىَجبةِ  ىِ َٗ  ِٔ جبسَكٌ ىَِٞذَّثَّشٗا آٝبتِ ٍُ  مِتبةٌ أَّضَىْبُٓ ئِىَٞلَ 

 "(Al-Qur‟an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi 

Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan 

orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran
13
.” 

 

 Demikian pula dalam hal kebebasan Rasulullah pernah bersabda : 

ا ُ حُشًّ قَذْ جَعَيَلَ اللََّّ َٗ ْٞشِكَ  ِْ عَجْذَ غَ لَْ تنَُ َٗ
14

 

                                                                 
10 Ibid., 124. 
11 Ibid., 126. 
12 Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, 670. 
13 Ibid, 662. 



14 
 

 
 

 “Janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu 

dalam keadaan merdeka
15
”. 

 

 Melalui hadist ini, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dalam 

keadaan merdeka, artinya Allah memberikan segala hak-hak yang harus manusia 

itu miliki. Ini membuktikan bahwa hak asasi manusia ada dan merupakan 

pemberian dari pada Tuhan Yang Maha Esa. 

ذُ  ََّ حَ ٍُ عِ سٖو ثِ سعذ قبه جبء ججشٝو ئىٚ اىْجٜ صيٚ الله عيٞٔ ٗ سيٌ فقبه َٝب 

ا َٗ فَبسِقُُٔ,  ٍَ ِْ شِئْتَ فَاَِّلَ  ٍَ أحَْجِتْ  َٗ ِّٞتٌ,  ٍَ ب شِئتَْ فَاَِّلَ  ٍَ ب شِئتَْ فَاَِّلَ  عِشْ  ٍَ وْ  ََ عْ

ِِ اىْبّطِ  عِضُُٓ اسْتِفَْْب ؤُُٓ عَ َٗ ْٞوِ,  ُٔ ثِبىيَ ٍُ ِِ قَِٞب ٍِ إْ َُ ذُ شَشَفُ اى َّ حَ ٍُ ٌّ قَبهَ: َٝب  ُ , ث ِٔ ّٛ ثِ جْضِ ٍَ  
 

16
“Dari Sahil bin sa‟ad telah datang kepadaku Malaikat Jibril dan berkata, „Hai 

Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Dan 

cintailah apa yang engkau cintai, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah 

dengan kecintaanmu itu. Dan, beramallah apa yang engkau kehendaki, karena 

sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan. Lalu, ketahuilah bahwa 

semulia-mulianya orang mukmin ialah orang yang melaksanakan tahajud dan 

manusia yang terhormat adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang 

lain‟.” (HR. ath-Thabarani dalam al-Mu‟jam al-Ausath no 4278, Abu Nu‟aim 

dalam Hilyatul Auliyaa, al-Hakim dalam al-Mustadrak 7921). Hadits ini 

dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah 

2/483)
17

. 

 

 Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung kebebasan 

karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Islam mengenal kebebasan untuk 

menjalani kehidupan, kebebasan untuk mencintai, dan kebebasan untuk beramal. 

Namun dibalik kebebasan yang diberikan, Islam juga mengingatkan bahwa setiap 

hal memiliki konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang telah 

dijalani. Oleh karena itu, sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bertahajud 

                                                                                                                                                                                
14 Ali Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Adab ad-Dunya wa ad-Din, (t.tp: Da>r 

Maktabah al-Hayah, 1986), 330. 
15 Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 55. 
16

 Ath- Tabrani, Mu‟jam Al-Ausath Bab Man Ismuhu „Abdullah Juz 4, (DKI: Beirut, 2012), 306. 
17 https://umma.id/article/share/id/1002/273127 Diakses pada 10 Oktober 2020. 

https://umma.id/article/share/id/1002/273127
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(senantiasa beribadah dan tidak melupakan Allah) dan menghargai dirinya sendiri 

dengan tidak merendahkan diri dihadapan orang lain. 

 Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadist diatas yang secara umum 

memberikan kebebasan dan menuntut umat islam untuk berpikir, menggunakan 

akalnya, merenungi dan mempelajari penciptaan alam semesta dan apapun yang 

ada didalamnya, serta kejadian-kejadian lain yang hanya dapat diketahui oleh 

orang-orang yang berpikir. Maka dapat dipahami bahwa islam sangat mendukung 

adanya dan diterapkannya kebebasan, termasuk dalam hal menuntut ilmu di 

bidang akademik. Maka, kebebasan akademik juga diakui dalam islam. 

 Latar belakang diatas telah membahas terkait kebebasan akademik yang 

ditemukan dalam peristiwa dugaan makar webinar Constitutional Law Society 

dari segi hukum positif dan kebebasan akademik dalam pandangan islam. 

Kemudian penulis dalam pembahasannya nanti juga akan membahas dari segi fiqh 

siya>sah atau ketatanegaraan islam, hal ini lebih berkaitan pada siya>sah dustu>riyah. 

Siya>sah dustu>riyah adalah bagian dari fiqh siya>sah yang membahas masalah 

perundang-undangan dalam suatu negara. Peraturan perundang-undangan itu ada 

dengan melalui proses yang melibatkan pemerintah dengan warga negara. Dengan 

menggunakan nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dimana dalam 

siya>sah dustu>riyah akan menguraikan terkait peraturan perundang-undangan yang 

baik, dengan aspek-aspek yang memenuhi dan melindungi kepentingan 

masyarakat. Karena menurut islam, pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan 

harus memperhatikan kemaslahatan umat. Jika kebijakan tersebut berakibat baik 

atau memberi kemaslahatan bagi rakyat maka kebijakan tersebut dianggap benar 
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oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan itu berakibat buruk atau membawa 

mafsadat bagi rakyat maka kebijakan tersebut dianggap menyalahi syariat. 

Pemimpin atau pembuat undang-undang memang harus memerhatikan 

kebijakannya, karena mereka bekerja bukan untuk diri sendiri, melainkan sebagai 

wakil dan pelindung rakyat yang dipimpinnya. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terkait dugaan makar 

webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 

maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu : 

1. Terdapat pelanggaran kebebasan akademik dalam dugaan makar webinar 

Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 

2. Dugaan makar merupakan isu yang muncul karena judul webinar yang 

diangkat. 

3. Kebebasan akademik diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 

2012. 

4. Jaminan dan kriteria kebebasan akademik menurut UU nomor 12 tahun 

2012. 

5. Pelaksanaan kebebasan akademik di kampus menurut UU nomor 12 

tahun 2012. 

6. Sangkut paut kebebasan akademik dengan UU HAM dan UUD 1945. 

7. Kebebasan akademik dalam perspektif fiqh siya>sah. 
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C. Batasan Masalah 

  Pembatasan masalah digunakan untuk membatasi penjelasan agar tidak 

meluas dan memperjelas masalah yang akan dikaji, yaitu : 

1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Dugaan Makar Webinar Constitutional 

Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  

2. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Dugaan Makar Webinar Constitutional 

Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 

D. Rumusan Masalah 

  Setelah menguraikan latar belakang serta batasan masalah pada poin di atas, 

maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Akademik 

Dalam Dugaan Makar Webinar Constitutional Law Society Fakultas 

Hukum Universitas Gajah Mada? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Kebebasan Akademik 

Dalam Dugaan Makar Webinar Constitutional Law Society Fakultas 

Hukum Universitas Gajah Mada? 

E. Kajian Pustaka 

   Kajian pustaka berisi uraian singkat dari tulisan atau karya yang sudah 

pernah ada sebelumnya, kurang lebihnya tentang kebebasan akademik. Sehingga 

nanti tidak akan ada duplikasi ataupun plagiasi. Karya di bawah ini adalah apa 
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yang sejauh ini penulis temukan berkenaan dengan masalah-masalah yang akan 

dibahas. 

1. Artikel Jurnal Karya Prof Moh. Mahfud MD yang berjudul “Perspektif 

Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial
18
”. 

Diterbitkan di Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UII/UNISIA No. 32/XVII/IV/1997 

pada tahun 2016. Secara garis besar, di dalam tulisannya ini Prof Mahfud 

MD memaparkan terkait arti kebebasan akademik bahwa kebebasan 

akademik merupakan hal yang fundamental bagi masyarakat perguruan 

tinggi dan dapat digunakan pula untuk sarana kritik sosial. Namun, 

kebebasan akademik kerapkali mengalami kendala-kendala. Dalam artikel 

ini membahas kasus kebebasan akademik tahun 1991, namun 

pembahasannya masih relevan dengan keadaan kebebasan akademik di 

jaman sekarang, bahkan dari artikel ini dapat diketahui bahwa dahulu 

hingga sekarang kendala akan kebebasan akademik masih tetap ada. 

2. Artikel jurnal karya Natangsa Surbakti, SH., M.Hum, yang berjudul 

“Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia
19
”. 

Didalamnya dibahas mengenai keterkaitan antara kebebasan akademik 

dan otonomi keilmuan dengan hak-hak asasi manusia ditinjau dari 

Undang-Undang Dasar dan deklarasi internasional, dampak yang timbul 

akibat dari adanya pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan 

                                                                 
18 Moh. Mahfud MD, “Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik 

Sosial”, UNISIA, No. 32/XVII/IV/1997, 2016. 
19 Natangsa Surbakti, “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia”, 

Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004. 
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otonomi keilmuan terhadap hak-hak asasi manusia serta implementasi 

kebebasan akademik dan otonomi keilmuan hukum di Indonesia. 

   Dari segi isi, tulisan-tulisan diatas memiliki cakupan bahasan yang luas 

terkait kebebasan akademik hingga aspek-aspek lain yang menyertainya. 

Sedangkan skripsi ini pada pembahasannya akan lebih berfokus pada analisis 

hukum positif dan tinjauan terhadap fiqh siya>sah terhadap kebebasan 

akademik berdasarkan peristiwa yang diangkat. Sejauh ini penulis belum 

menemukan skripsi yang membahas tentang kebebasan akademik dalam 

tinjauan fiqh siya>sah.  

F. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kebebasan 

akademik dalam dugaan makar webinar Constitutional Law Society 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap kebebasan 

akademik dalam dugaan makar webinar Constitutional Law Society 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Melalui skripsi ini, penulis berharap ada kegunaan/manfaat yang berarti. 

Kegunaan/manfaat yang dimaksud adalah dari segi :  

2. Manfaat Teoritis 
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   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan 

dengan memberi gambaran terkait kebebasan akademik dalam kajian hak 

asasi manusia dalam lingkup bahasan Hukum Tata Negara. 

3. Manfaat Praktis 

   Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi 

hukum mengenai kebebasan akademik dan dapat menjadi panduan hukum 

bagi kampus dan masyarakat, utamanya bagi sivitas akademika. Sehingga 

Pasal tentang kebebasan akademik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 

12 tahun 2012 dapat melindungi sivitas akademika dari pengekangan terhadap 

kegiatan akademik di lingkup Perguruan Tinggi. 

H. Definisi Operasional 

  Definisi operasional adalah penjelasan yang dimaksudkan untuk menghidari 

kerancuan dan kesalahan pemaknaan terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi, 

yaitu “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siya>sah Terhadap Dugaan Makar 

Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada”, 

maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu : 

1. Fiqh siya>sah merupakan konsep yang digunakan untuk mengatur 

kemaslahatan umat melalui hukum ketatanegaraan islam di suatu negara yang 

menerapkannya
20

. Fiqh siya>sah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

Siya>sah Dustu>riyah yang mencakup kriteria regulasi/kebijakan islam 

                                                                 
20 Siti Ni‟matus Sholicha, “Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat 

Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 

2014” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 22. 
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terhadap kebebasan akademik serta jaminan untuk berpikir secara maksimal 

dalam perspektif hukum ketatanegaraan islam. 

1. Hukum Positif adalah tatanan hukum yang terdiri dari ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan di sebuah tempat/negara yang berlaku saat 

ini
21

. Hukum positif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. Dugaan makar webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada adalah polemik yang berawal dari sebuah tulisan 

seorang Dosen Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada berisi dugaan 

adanya gerakan makar di Universitas Gajah Mada terkait sebuah rencana 

seminar online atau webinar dengan tema “Persoalan Pemecatan Presiden 

di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang akan 

dilaksanakan pada 29 Mei 2020 lalu bertepatan dengan masa pandemi 

Covid-19. Webinar tersebut diadakan oleh perkumpulan mahasiswa 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atau 

Contitutional Law Society dengan mendatangkan Prof Nimatul Huda 

sebagai pembicara. Akibat isu dugaan makar tersebut pihak 

penyelenggara, moderator, narahubung, dan pembicara mendapat 

kecaman dan teror. Hinggga akhirnya webinar ini batal dilaksanakan. 

Kata dugaan makar berasal dari kata dugaan dan makar. Dimana dugaan 

                                                                 
21 Abd. Halim Musthafa, “Relevansi Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran 

Keislaman, Vol. 25, No. 2, September 2014, 312. 
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diartikan sebagai hasil dari perbuatan menduga; sangkaan; perkiraan; 

taksiran
22

. Sedangkan makar adalah akal busuk, tipu muslihat; perbuatan 

(usaha) dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan 

sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah
23

. 

Sehingga dugaan makar dapat diartikan sebagai ungkapan berupa dugaan 

atau sangkaan akan suatu perbuatan yang dianggap 

mengancam/menjatuhkan pemerintahan yang sah di suatu negara. 

Yangmana ketentuan makar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140. Penggunaan kata 

dugaan makar dalam judul skripsi ini adalah untuk menerangkan atau 

sebagai penjelas dari webinar yang dimaksud. 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum 

normatif atau dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini 

dilakukan dengan suatu pendekatan, yaitu pendekatan statute approach atau 

pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki 

keterkaitan dengan topik/isu hukum yang sedang dikaji
24

. 

2. Sumber Data 

2.1 Bahan Hukum Primer 

 Menurut Cohen & Olson, bahan hukum primer adalah : 

                                                                 
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 
23 Ibid. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 133. 
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 Aturan-aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Yang mungkin 

dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan 

legislatif, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum agen-

agen administrasi
25

. 

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa peraturan 

perundang-undangan untuk menganalisa, yaitu: 

a. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

2.2 Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah sumber yang digunakan sebagai 

penjelas dan pendukung bahan hukum primer. Dalam skripsi ini, penulis 

menggunakan pendapat hukum, konsep-konsep dan hasil penelitian yang 

diperoleh dari berbagai literatur hukum, dokumen resmi, skripsi, jurnal, 

laporan penelitian, dan artikel website/internet.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

    Teknik pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam suatu penelitian. Teknik 

                                                                 
25 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 142. 
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pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memaparkan penelitian 

dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi 

kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengumpulkan bahan hukum melalui analisa isi (content analysis) terhadap 

bahan hukum tertulis. Penulis mendapat bahan hukum dari peraturan 

perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, skripsi, jurnal,  

laporan penelitian, dan artikel website/internet. 

4. Teknik Analisis Data 

   Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum 

yang secara nyata digunakan di dalam penelitian ini. Analisis dilakukan 

melalui sebuah teknik analisis data. Yakni melakukan analisis secara kualitatif 

atau dengan menjelaskan/mendeskripsikan bahan hukum/data dengan kata-

kata yang jelas, ringkas, dan tepat, kemudian dilakukan penafsiran dan 

menarik kesimpulan. 

J. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah dan memperjelas isi dari skripsi ini, maka diperlukan 

gambaran singkat dari bagian-bagian skripsi yang disusun secara sistematis pada 

bagian ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab yaitu: 

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan yangmana berisi latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab II : Merupakan bagian yang berisi landasan konseptual tentang hukum 

positif dan fiqh siya>sah dalam cakupan siya>sah dustu>riyah. 

Bab III : Merupakan bagian tentang penyajian data terkait tinjauan umum 

kebebasan akademik dalam peritiwa dugaan makar webinar Constitutional Law 

Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 

Bab IV : Merupakan bagian yang berisi tinjauan hukum positif berkaitan 

dengan kebebasan akademik dalam dugaan makar webinar Constitutional Law 

Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan dari pandangan Fiqh 

Siya>sah dalam cakupan siya>sah dustu>riyah. Dalam bab ini akan ada subbab yang 

membahas tentang kebebasan akademik berdasarkan hukum positif yaitu Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. Dan pandangan fiqh siya>sah dalam cakupan siya>sah dustu>riyah terhadap 

kebebasan akademik dalam dugaan makar webinar Constitutional Law Society 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 

Bab V : Merupakan bab terakhir berisi penutupan yang terdiri atas 

kesimpulan serta saran dari pemaparan penelitian pada bab-bab sebelumnya dan 

juga merupakan jawaban atas rumusan masalah. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL FIQH SIYA<SAH DAN KEBEBASAN 

AKADEMIK DALAM HUKUM POSITIF 

A. Definisi Fiqh Siya>sah dan Ruang Lingkupnya 

Fiqh Siya>sah berasal dari kata fiqh/fikih dan siya>sah. Kata fiqh dapat 

diartikan sebagai “pengertian” atau “pemahaman” terhadap hal-hal berupa 

perbuatan dan perkataan. Kemudian secara istilah atau terminologis, ulama-ulama 

syara‟ mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum yang diambil dari 

dalil-dalil yang tafshil (dalil-dalil terinci dari nash, yaitu Al-quran dan Sunnah) 

yang berkaitan tentang amal perbuatan manusia. Sehingga definisi kata fiqh secara 

istilah dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang disusun oleh mujtahid 

melalui penalaran dan ijtihad terhadap dalil-dalil dalam nash mengenai hukum-

hukum agama Islam. Lebih singkatnya, fiqh adalah ilmu pengetahuan yang 

berkenaan dengan hukum-hukum dalam agama Islam
26

.  

Kata siya>sah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, memerintah dan 

mengurus. Dalam Lisan al-Arab, secara terminologis siya>sah berarti suatu cara 

yang digunakan untuk menuju pada kemaslahatan melalui suatu kepemimpinan 

atau pengaturan. Sedangkan Al-Munjid menyebutkan bahwa siya>sah merupakan 

langkah untuk membimbing manusia melalui jalan yang menyelamatkan agar 

                                                                 
26 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siya>sah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Ombak, 

2019), 24. 
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menuju kepada kemaslahatan
27

. Sehingga dapat dikatakan bahwa siya>sah adalah 

mengatur masyarakat melalui suatu kepemimpinan untuk menuju pada 

kemaslahatan dengan berdasar pada syara‟. 

Fiqh siya>sah atau dalam istilah lain namun memiliki pengertian yang sama 

disebut juga sebagai Siya>sah Syar‟iyah. Secara singkat, Siya>sah Syar‟iyah 

menurut Abdul Rahman Taj adalah hukum-hukum untuk mengatur kepentingan 

negara dan umat yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berdasar pada nash-nash 

kulli (universal) dalam Al-Quran dan Sunnah demi tujuan yang bersifat 

kemasyarakatan
28

. 

Sedangkan dalam kitab al-Thuruq al-Hukmiyyah fii Siyasah Syar‟iyah karya 

Ibnu Qayyim Jauziyyah, fiqh siya>sah didefinisikan sebagai: 

ما كا ن فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ,وأبعد عن الفساد ,وإن لم 

 يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم ولا نزل به و حي.
 

Ibnu Qayyim mengutip pendapat Ibnu Aqil, bahwa fiqh siya>sah adalah sebuah 

pedoman dalam masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan dan menjauhkan 

dari kemafsadatan, walaupun belum ada ketentuan dari ajaran agama maupun 

wahyu
29

. 

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait macam-macam 

bidang/ruang lingkup dalam fiqh siya>sah. Hal ini dapat terjadi karena objek 

pembahasan fiqh siya>sah sangat luas, tidak hanya fokus pada satu aspek/bidang 

saja. Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah membaginya menjadi 

                                                                 
27 Ibid, 25. 
28 Ibid, 28. 
29

 Ibnu Qayyim Jauziyyah, al-Thuruq al-Hukmiyyah fii Siyasah Syar‟iyah, tahqiq Nayif bin 

Ahmad al-Hamad, (Arab Saudi: Dar Alamil Fawaid, t.t), 29. 
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5 (lima) bidang, yaitu Siya>sah Dustu>riyah (siya>sah perudang-undangan), Siya>sah 

Maliyah (siya>sah keuangan), Siya>sah Qadhaiyah (siya>sah peradilan), Siya>sah 

Harbiyah (siya>sah perang), dan Siya>sah Idariyah (siya>sah administrasi). 

Sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy membaginya menjadi 8 bidang, yaitu: 

1. Siya>sah Dustu>riyah Syar‟iyah 

2. Siya>sah Tasyri‟iyah Syar‟iyah 

3. Siya>sah Qadha‟iyah Syar‟iyah 

4. Siya>sah Maliyah Syar‟iyah 

5. Siya>sah Idariyah Syar‟iyah 

6. Siya>sah Kharijiyah Syar‟iyah/Siya>sah Dauliyah 

7. Siya>sah Tanfiziyah Syar‟iyah 

8. Siya>sah Harbiyah Syar‟iyah
30

 

 Selain Al-Mawardi dan Hasbi Ash Shiddieqy masih ada ulama yang memiliki 

pandangan berbeda terhadap pembidangan fiqh siya>sah. Namun, pembidangan 

tersebut dapat dipersempit hingga menghasilkan 3 (tiga) bidang utama di dalam 

fiqh siya>sah. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. H.A. Djazuli dan Prof. Dr. J. 

Suyuthi Pulungan, M.A., dalam bukunya masing-masing beliau membagi ruang 

lingkup fiqh siya>sah menjadi 3 (tiga) bidang. Yaitu, Siya>sah Dustu>riyah 

(perundang-undangan), Siya>sah Dauliyah (hubungan antar negara), dan Siya>sah 

Maliyah (keuangan). Secara singkat, Prof. H.A. Djazuli mendefinisikannya 

sebagai berikut: 

                                                                 
30 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 

(Jakarta: Kencana, 2017), 30. 
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1. Fiqh Siya>sah Dustu>riyah, yang mengatur hubungan antara warga negara 

dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga 

negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 

2. Fiqh Siya>sah Dauliyah, yang mengatur antara warga negara dengan 

lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga 

negara dari negara lain. 

3. Fiqh Siya>sah Maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, 

dan pengeluaran uang milik negara
31

. 

B. Definisi Siya>sah Dustu>riyah dan Ruang Lingkupnya 

Definisi tentang siya>sah dustu>riyah dari Prof. H.A. Djazuli seperti yang telah 

dipaparkan di atas. Lebih lanjut, Prof. H. A. Djazuli menjelaskan bahwa 

permasalahan dalam siya>sah dustu>riyah adalah hubungan antara beberapa pihak, 

yaitu pemimpin, rakyat, dan kelembagaan dalam masyarakat
32

. Hal ini berbeda 

dengan Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A yang menyatakan lebih banyak aspek 

dalam pengertiannya, bahwa siya>sah dustu>riyah berhubungan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

(kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan 

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan 

penguasa dan rakyat
33

. Maka dari itu secara umum, Siya>sah dustu>riyah adalah 

hubungan antara subjek-subjek dalam negara, yaitu pemimpin, rakyat, dan 

                                                                 
31 Ibid, 31. 
32 Ibid, 47. 
33 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah Ajaran…, 44. 
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lembaga-lembaga negara yang di dalamnya ada suatu peraturan tentang 

kenegaraan serta hak dan kewajiban masing-masing subjek. 

Ruang lingkup siya>sah dustu>riyah ialah: 

1. Pemimpin, hak dan kewajibannya 

Dalam islam seorang pemimpin biasa disebut dengan imam; imamah. Seperti 

dalam QS Al-Qashash ayat 5 yang mengartikan kata “imam” sebagai pemimpin. 

 ٌُ ُٖ َّجْعَيَ َّٗ خً  ََّ ٌْ اىَِٕ ُٖ َّجْعَيَ َٗ ا فِٚ الْْسَْضِ  ْ٘ َِ اسْتضُْعِفُ ْٝ َِّ عَيَٚ اىَّزِ َُ َّّ ُْ ْٝذُ اَ ّشُِ َٗ
  َِ ْٞ سِثِ ٰ٘  اىْ

“Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang 

tertindas di bumi (Mesir) itu, menjadikan mereka para pemimpin, dan menjadikan 

mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),
34
” 

 

Sedangkan imarah adalah jabatan yang dimiliki seorang amir untuk 

memerintah suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu imamah dianalogikan 

dengan kata imarah dan khilafah
35

. Ketiga istilah ini merujuk pada penggunakan 

kata yang berarti menggantikan kepemimpinan Nabi dalam pemerintahan yang 

mencakup urusan agama maupun urusan politik. 

Hak utama seorang pemimpin adalah berkaitan dengan kewajiban rakyatnya, 

yaitu untuk ditaati oleh rakyat dan hak untuk dibantu dalam urusan pemerintahan. 

Hal ini dimuat dalam QS. An-Nisa 59 yang berbunyi: 

ُْ تََْبصَعْتُ  ٌْْۚ فَبِ نُ ْْ ٍِ شِ  ٍْ اُٗىِٚ الَْْ َٗ هَ  ْ٘ سُ ْٞعُ٘ا اىشَّ اطَِ َٗ  َ ْٞعُ٘ا اللَّه ا اطَِ ْٰٓ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ْٝ ب اىَّزِ َٖ ٰٓبَُّٝ ٰٝ ٌْ
خِشِٖۗ رٰىِ  ًِ الْْٰ ْ٘ اىَْٞ َٗ  ِ َُ ثِبللّٰه ْ٘ ُْ ٍِ ٌْ تإُْ ُ ْْت ُْ مُ هِ اِ ْ٘ سُ اىشَّ َٗ  ِ ُٓ اِىَٚ اللَّه ْٗ ءٍ فشَُدُّ ْٜ ْٜ شَ ْٞشٌ فِ لَ خَ

ْٝلًً  ِٗ
ْ ُِ تأَ احَْسَ َّٗ  

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan 

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang 

                                                                 
34 Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, 555. 
35 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siya>sah Ajaran…, 47. 



31 
 

 
 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 

akhirat).
36
” 

 

Kewajiban utama seorang pemimpin adalah memimpin kaumnya dengan baik, 

memberikan keadilan serta membawanya kepada kemaslahatan dan 

menjauhkannya dari kemafsadatan. Kewajiban-kewajiban pemimpin tertuang 

dalam beberapa firman Allah SWT dibawah ini: 

QS. Ali-Imran 104 

 ْٗ عْشُ ََ َُ ثِبىْ ْٗ شُ ٍُ َٝأْ َٗ ْٞشِ  َُ اِىَٚ اىْخَ ْ٘ خٌ َّٝذْعُ ٍَّ ُ ٌْ ا ْْنُ ٍِّ  ِْ ىْتنَُ ْْنَشِ ٖۗ َٗ َُ ِِ اىْ َُ عَ ْ٘ َٖ ْْ َٝ َٗ فِ 

 َُ ْ٘ فْيِحُ َُ ٌُ اىْ ُٕ ىِٕلَ 
ۤ
اُٗىٰ َٗ  

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
37
” 

 

QS. An-Nisa‟ 58 

ا  ْ٘ َُ ُْ تحَْنُ َِ اىَّْبطِ اَ ْٞ ٌْ ثَ ُ ت َْ اِراَ حَنَ َٗ ب   َٖ يِ ْٕ  اَ
تِ اِىٰٰٓٚ ْٰ ٍٰ ا الَْْ ُْ تإَُدُّٗ ٌْ اَ شُمُ ٍُ َ َٝأْ َُّ اللَّه اِ

ْٞشًا ْٞعبًۢ ثَصِ َِ َُ سَ َ مَب َُّ اللَّه ٔ  ٖۗ اِ ٌْ ثِ ب َٝعِظُنُ ََّ ِّعِ  َ َُّ اللَّه  ثِبىْعَذْهِ ٖۗ اِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling 

baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
38
” 

 

2. Rakyat, hak dan kewajibannya 

 Rakyat adalah sekumpulan manusia yang tinggal menetap di suatu wilayah 

negara. Dalam sejarah islam rakyat terbagi menjadi dua golongan. Yaitu rakyat 

muslim dan nonmuslim. Rakyat muslim adalah rakyat yang menganut agama 

Islam dan tinggal menetap di suatu wilayah negara. Sedangkan rakyat nonmuslim 

sering disebut dengan kafir. Ada dua macam kafir, yaitu kafir dzimmi dan kafir 
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musta‟min. Kafir dzimmi adalah rakyat nonmuslim yang tinggal dan menetap di 

suatu wilayah negara yangmana ia diberikan hak dan kewajiban serta 

perlindungan seperti warga negara yang lain. Sedangkan kafir musta‟min adalah 

orang-orang asing nonmuslim yang hanya tinggal sementara di suatu wilayah 

negara. Sehingga ia tak memiliki hak politik. 

 Adapun hak rakyat terhadap negara yang paling utama adalah hak untuk 

mendapatkan perlindungan, dihargai kebebasannya dan dipenuhi segala 

kebutuhannya oleh negara. Dalam hal ini Al-Quran telah memberikan pengaturan 

terkait hak dasar manusia pada QS Al-Isra‟ ayat 70, yang berbunyi: 

 ٌْ ُٖ ْٰ يْ فَضَّ َٗ َِ اىطَِّّٞجٰتِ  ٍِّ  ٌْ ُٖ ْٰ سَصَقْ َٗ اىْجحَْشِ  َٗ ٌْ فِٚ اىْجشَِّ  ُٖ ْٰ يْ ََ حَ َٗ  ًَ ْٰٜٓ اٰدَ ِْ َْب ثَ ٍْ ىَقَذْ مَشَّ عَيٰٚ َٗ

ْٞلًً  ِْ خَيَقَْْب تفَْضِ ََّ ّ ٍِ ْٞشٍ   مَثِ
 “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut 

mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 

Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan 

kelebihan yang sempurna.
39
” 

 

 Karena Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna dan diberikan 

kemuliaan daripada makhluk lain, maka negara wajib menjaganya. Kemudian 

Abu A‟la al-Maududi mengatakan hak-hak rakyat itu berupa : 

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. 

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan 

kepercayaan. 

Sedangkan Abdul Kadir Audah menyebut hak lain, yaitu: 
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Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, 

dan memiliki.
40

 

 Disamping adanya hak pasti ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia yang berkedudukan sebagai rakyat 

pasti memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan terhadap negara. 

Dengan begitu, hak-haknya pun akan dipenuhi oleh negara. Kewajiban rakyat 

yang paling utama adalah mematuhi pemimpin atau pemegang kekuasaan di 

negaranya. Hal ini tertuang dalam Surat An-Nisa‟ ayat 59, yang berbunyi: 

ْٞعُ٘ا  ا اطَِ ْٰٓ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ْٝ ب اىَّزِ َٖ ٰٓبَُّٝ ٰٝ ْٜ ٌْ فِ ُ ُْ تََْبصَعْت ٌْْۚ فَبِ نُ ْْ ٍِ شِ  ٍْ اُٗىِٚ الَْْ َٗ هَ  ْ٘ سُ ْٞعُ٘ا اىشَّ اطَِ َٗ  َ اللَّه

اَ  َّٗ ْٞشٌ  خِشِٖۗ رٰىِلَ خَ ًِ الْْٰ ْ٘ اىَْٞ َٗ  ِ َُ ثِبللّٰه ْ٘ ُْ ٍِ ٌْ تإُْ ُ ت ْْ ُْ مُ هِ اِ ْ٘ سُ اىشَّ َٗ  ِ ُٓ اِىَٚ اللَّه ْٗ ءٍ فشَُدُّ ْٜ ُِ شَ حْسَ

ْٝلًً  ِٗ
ْ  تأَ

 “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan 

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di 

akhirat).
41
” 

 

 Dalam ajaran islam, Allah SWT adalah pemegang kekuasaan yang paling 

mutlak dan Rasulullah SAW adalah pemimpin yang diutus langsung oleh Allah 

SWT. Sehingga perintah dari Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah perintah 

yang paling utama dan harus dipatuhi. Itulah mengapa dalam Surat An-Nisa ayat 

59 di atas, taat kepada Allah dan Nabi Muhammad disebutkan di awal. Sedangkan 

perintah taat kepada ulil amri diletakkan setelah Allah dan Rasulullah SAW. Di 

depan kata ulil amri tidak ada kata “taatilah”. Oleh karena itu menurut Dr. Ridwan 

dalam bukunya yang berjudul Fiqh Politik, bahwa Pemerintah yang wajib ditaati 
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adalah ia yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatannya dapat terlihat dalam 

kebijakan yang ia buat akan sesuai dengan hukum-hukum Islam seperti yang 

diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah
42

. 

3. Bai‟at 

Bai‟at adalah bentuk pengakuan yang dilakukan oleh ahl al-hall wa al-‟aqd 

untuk menaati dan mematuhi seorang calon imam yang telah dipilih secara sah 

melalui permusyawaratan agar menjadi seorang pemimpin.
43

 Proses bai‟at diawali 

dengan dilakukannya musyawarah oleh ahl al-hall wa al-‟aqd. Ahl al-hall wa al-

‟aqd berkumpul dan memilih individu yang dianggap paling memenuhi kriteria 

untuk menjadi pemimpin. Kemudian individu yang dipilih menjadi calon tersebut 

ditawari akan kesanggupannya menjadi pemimpin. Dalam hal ini calon pemimpin 

boleh menolak tawaran tersebut apabila ia tidak mau memangku jabatan. Tidak 

ada paksaan dalam pemilihan ini karena pemimpin mengemban tugas negara yang 

besar dan hanya orang yang berlapang dada dan merasa mampu yang bisa 

memegang jabatan sebagai pemimpin. Apabila calon pemimpin tersebut setuju, 

maka dilakukanlah bai‟at oleh ahl al-hall wa al-‟aqd dan diikuti oleh seluruh 

masyarakat. Masyarakat wajib patuh kepada pemimpin yang telah mereka bai‟at.  

Namun pengangkatan pemimpin tidak hanya melalui bai‟at oleh ahl al-hall 

wa al-‟aqd, menurut Imam Al-Mawardi ada dua cara yang menjadikan sahnya 

jabatan kepala negara: 

a. Dengan cara dipilih oleh kalangan ahlul halli wal-‟aqdi, 
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b. Dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya
44

. 

4. Ahl al-Hall wa al-‟Aqd 

 Dalam pembahasan persoalan bai‟at, Ahl al-Hall wa al-‟Aqd memiliki peran 

yang penting. Karena Ahl al-Hall wa al-‟Aqd mewakili suara rakyat. Namun 

kekuasaan tetap ada di tangan rakyat. Secara garis besar Ahl al-Hall wa al-‟Aqd 

diartikan sebagai orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan dan 

mengikat. Ulama fiqh merumuskan istilah tersebut merujuk kepada orang yang 

bertindak sebagai wakil yang mewakili dan menyalurkan suara umat
45

. Selain 

tugas utamanya sebagai penyalur suara rakyat, Ahl al-Hall wa al-‟Aqd juga berhak 

untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Ia juga mempunyai hak untuk 

memberhentikan seorang pemimpin apabila ada alasan-alasan tertentu yang 

mengharuskan pemimpin tersebut diberhentikan. Kemudian dalam menjalankan 

tugas negara, seorang pemimpin harus diawasi oleh Ahl al-Hall wa al-‟Aqd. 

 Di Indonesia, Ahl al-Hall wa al-‟Aqd memiliki fungsi yang hampir sama 

seperti lembaga legislatif. Namun pasti ada perbedaan-perbedaan karena setiap 

negara memiliki ideologi dan dasar negara yang berbeda. Sehingga pembentukan 

suatu lembaga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. 

5. Wizarah (Kementerian) 

 Wizarah berasal dari kata Al-Wizarah yang berarti memberikan pertolongan 

secara mutlak. Wizarah diartikan sebagai Lembaga Kementerian yang membantu 

                                                                 
44 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, terj. Abdul 
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tugas seorang Khalifah. Seorang menteri (wazir) diangkat langsung oleh 

Khalifah
46

.  

 Secara umum, wizarah dibagi menjadi dua macam yaitu wizarah At-Tanfidz 

dan wizarah At-Tafwidh. Menurut Ibnu Khaldun Wizarah At-Tanfidz (kementerian 

eksekutif), adalah menteri yang tugasnya dikontrol oleh kepala negara. Sedangkan 

Wizarah At-Tafwidh (kementerian delegatif), adalah menteri yang dapat 

memberikan mandat kepada penguasa (gubernur) untuk menjalankan tugas-tugas 

khalifah
47

. 

 Menurut Imam Al-Mawardi wizarah At-Tanfidz adalah menteri yang menjadi 

penghubung antara kepala negara, rakyat, dan gubernur. Tugasnya diatur oleh 

kepala negara. Menteri ini merupakan utusan yang melaksanakan perintah dari 

kepala negara. Ia tidak memiliki wewenang untuk memimpin ataupun membuat 

kebijakan sendiri. Sedangkan Wizarah At-Tafwidh (perdana menteri) adalah 

menteri yang memiliki jabatan di bidang tertentu dimana ia dapat membuat 

kebijakan dan keputusan sendiri
48

. 

 Menteri Tafwidz diangkat melalui sebuah akad. Sedangkan menteri Tanfidz 

tidak melalui pengangkatan resmi dan hanya melalui sebuah izin dari pemegang 

kekuasaan. 

 Selain itu terdapat empat bidang kajian dalam siya>sah dustu>riyah, yaitu: 

1. Konstitusi 

2. Legislasi 
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3. Ummah 

4. Syura atau demokrasi
49

 

1. Konstitusi 

  Konstitusi dalam fiqh siya>sah disebut sebagai dustu>r. Ia merupakan 

kumpulan aturan yang tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) 

tentang bagaimana hubungan antara sesama anggota masyarakat dalam 

negara
50

. 

2. Legislasi 

Legislasi atau perundang-undangan dan kekuasaan legislasi disebut juga 

dengan istilah al-sulthah al-tasyri‟iyah yang mana berarti kekuasaan atau 

kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan peraturan 

perundang-undangan/hukum. Unsur-unsur dalam legislasi islam adalah: 

a. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat islam ditetapkan oleh 

pemerintah melalui kekuasaannya, 

b. Dilaksanakan oleh masyarakat islam, 

c. Nilai-nilai dasar syariat Islam sebagai patokan dalam pembuatan 

peraturan atau hukum.
51

 

 Kemudian sumber hukum dalam pembuatan Undang-Undang islam 

adalah Al-Quran sebagai panduan hidup umat manusia yang utama, Hadits, 

Ijma‟, Qiyas, dan hasil ijtihad Ulama
52

. 
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3. Ummah 

Dalam artian yang luas, ummah atau umat terbagi menjadi tiga lapisan. 

Pertama, umat diartikan sebagai seluruh makhluk yang diciptakan oleh 

Allah, termasuk manusia. Kedua, kata umat diartikan sebagai umat 

manusia secara keseluruhan. Dan ketiga, kata umat diartikan sebagai suatu 

komunitas manusia. Dalam konteks siya>sah umat dapat diartikan sesuai 

dengan lapisan ketiga yang kemudian dibedakan menjadi umat Muslim 

dan umat non-Muslim
53

. 

4. Syura atau Demokrasi 

Syura dimaknai sebagai musyawarah yang maknanya adalah 

mengeluarkan pendapat masing-masing untuk mencapai kesepakatan yang 

bertujuan untuk kebaikan. Dalam jurnal yang dikutip, dibedakan antara 

Syura dan demokrasi. Karena demokrasi lebih mengacu pada kekuasaan 

yang dimiliki oleh rakyat untuk turut dalam pemerintahan
54

. 

C. Konsep Kebebasan Akademik 

1. Definisi Dan Ruang Lingkup Kebebasan Akademik 

Isu tentang kebebasan akademik sebenarnya sudah sering terdengar, terutama 

di kalangan masyarakat perguruan tinggi. Namun tidak sedikit yang memahami 

apa itu kebebasan akademik. Oleh karena itu pemahaman akan kebebasan 

akademik harus ditingkatkan, karena hal ini sangat penting bagi perkembangan 
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ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia telah 

mengatur tentang kebebasan akademik. Definisi tentang kebebasan akademik 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) bahwa 

“Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam 

Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”. Dari 

definisi kebebasan akademik diatas diketahui bahwa unsur-unsur dari kebebasan 

akademik adalah: 

1. Kebebasan, 

2. Sivitas akademika, 

3. Kegiatan akademik, 

4. Perguruan tinggi, 

5. Bertanggung jawab dan mandiri, 

6. Pelaksanaan Tridharma. 

Kemudian Prof. Mahfud MD menyebutkan bahwa kebebasan akademik 

merupakan suatu hal mendasar/fundamental yang dimiliki oleh masyarakat 

perguruan tinggi sebagai sarana untuk menyalurkan gagasan-gagasan baru dari 

hasil pemikiran para intelektual kampus
55

. Dalam peraturan perundang-undangan 

penggunaan istilah masyarakat perguruan tinggi digantikan dengan istilah sivitas 

akademika. Dengan adanya kebebasan akademik, para sivitas akademika dapat 

menjalankan kewajiban dan haknya dalam lingkup akademik tanpa kekangan, 
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sehingga dapat melahirkan inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Menurut John R. Searle bahwa kebebasan akademik atau teori mengenai 

kebebasan akademik adalah “… these are not general human rights like the right 

to free speech. They are special rights that derive from particular institutional 

structures, which are created by quite specific sets of contitutive rules.
56
” 

Menurutnya, kebebasan akademik adalah teori khusus yang lebih spesifik dari 

pada teori hak asasi manusia secara umum. Ia merupakan hak-hak khusus yang 

berasal dari stuktur kelembagaan tertentu, yang diciptakan oleh seperangkat 

aturan mendasar yang cukup spesifik. Dalam hal ini, Universitas sebagai lembaga 

yang memiliki wewenang untuk mengatur kebebasan akademik tersebut dalam 

aturan dasar perguruan tingginya untuk menjalankan fungsi dalam bidang 

pendidikan. Kemudian menurutnya pula bahwa hak kebebasan akademik ini 

berasal dari pemikiran bahwa: 1. Universitas adalah institusi yang dirancang 

untuk kemajuan dan penyebaran ilmu pengetahuan, 2. Tujuan universitas adalah 

untuk memberikan manfaat kepada komunitas yang membuat dan memeliharanya, 

termasuk manusia secara umum melalui kemajuan dan penyebaran ilmu 

pengetahuan
57

. 

Ruang lingkup kebebasan akademik berkaitan dengan aktivitas yang 

dilakukan oleh individu/kelompok yang disebut dengan sivitas akademika di 

perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, anggota sivitas 

akademika disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, kemudian dijelaskan kembali 
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dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) yang terdiri dari dosen dan 

mahasiswa, yangmana tugas, hak, dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam 

Pasal-Pasal tersebut. Lebih lanjut, Bivitri Susanti S.H., LL.M dalam tulisannya 

menyebutkan bahwa kebebasan akademik tidak hanya sekedar berjalan di lingkup 

perguruan tinggi. Namun kata akademik harus dimaknai dengan sesuatu yang 

lebih luas. Yaitu sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang 

dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. 

Sehingga kegiatan yang berhubungan dengan sifat ilmiah di atas harus dimengerti 

sebagai bagian dari kegiatan akademik dan harus dilindungi sesuai dengan konsep 

kebebasan akademik
58

. 

2. Sejarah Perkembangan Kebebasan Akademik 

Sejarah perkembangan kebebasan akademik di universitas modern dimulai 

sekitar abad ke-19 M. Menurut Terence Karran dari University of Lincoln, bahwa 

perkembangan kebebasan akademik di abad ke-19 M ditandai dengan adanya 

konsep yang berasal dari Jerman, yaitu Lehrfreiheit dan Lernfreiheit terkait 

dengan perubahan/reformasi kelembagaan di University of Berlin
59

. Lehrfreiheit 

berarti kebebasan mengajar dan Lernfreiheit berarti kebebasan belajar
60

. Konsep 

inilah yang memberikan gagasan akan kebebasan dan status kepada dosen dan 

guru sebagai kelompok yang profesional. Sehingga para dosen dan guru dalam 
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mengajar dan meneliti tidak bisa diintervensi oleh kepentingan pihak kampus dan 

negara. Gagasan ini kemudian disambut dengan antusias oleh sivitas akademika di 

berbagai kampus
61

. Oleh sebab itu, sebagian besar sarjana yang memfokuskan 

perhatiannya terhadap kebebasan akademik mengatakan bahwa di abad inilah 

awal mulanya konsep kebebasan akademik di era modern berlangsung
62

.  

Seiring berjalannya waktu di akhir abad ke-19 M hingga awal abad ke-20 M, 

penelitian menjadi aspek vital dalam akademik. Namun kala itu pejabat 

kampus/lembaga terlalu memegang kendali kehidupan akademik. Hal ini 

mendorong lahirnya gagasan baru tentang kebebasan akademik. Di Amerika 

Serikat, telah dibentuk suatu asosiasi yang dinamai dengan the American 

Association of University Professors (AAUP) yang banyak menyelesaikan kasus 

mengenai pelanggaran kebebasan akademik. Hingga pada tahun 1940, asosiasi ini 

mencetuskan pernyataan terkait pentingnya kebebasan akademik dan usaha untuk 

meningkatkan pemahaman publik akan kebebasan akademik yang kemudian 

banyak diikuti oleh institusi-institusi di Amerika Serikat dan digunakan untuk 

mendefinisikan kebebasan akademik dalam buku pedoman institusi mereka
63

. 

 

                                                                 
61 Imam Moedjiono, “Cendekiawan dan Kebebasan Akademik”, JPI FIAI Jurusan Tarbiyah, Vol 

V, Agustus 1999, 76. 
62 William G. Tierney dan Michael Lanford, “The Question Of Academic Freedom: Universal 

Right Or Relative Term”, Front. Edu. China, Vol. 9, No. 1, 2014, 8. 
63 Ibid, 8-9. 
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3. Pengakuan Kebebasan Akademik Universal 

Isu tentang kebebasan akademik sudah lebih dahulu berkembang di negara-

negara Barat, seperti di Eropa dan Amerika. Kemajuan di bidang pendidikan dan 

teknologi disana tak lepas dari usaha para profesor dan mahasiswa dalam 

memperjuangkan penelitian yang menjadi kunci utama kemajuan peradaban 

manusia. Kebebasan akademik di dunia modern kerapkali mengalami tantangan 

dari berbagai pihak. Hal ini mendorong sivitas akademika untuk memperjuangkan 

hak-hak mereka dalam pengajaran, penelitian, hingga publikasi hasil penelitian 

mereka di perguruan tinggi. Organisasi dan perkumpulan dibentuk untuk bersama-

sama menemukan gagasan yang tepat mengenai kebebasan akademik untuk 

dijadikan landasan di dalam kegiatan akademik. Hingga akhirnya Negara sebagai 

entitas yang besar turut menaruh perhatian dan menyadari betapa pentingnya 

kebebasan akademik itu. 

Pengakuan terhadap kebebasan akademik dalam dunia internasional salah 

satunya ditandai dengan adanya perjanjian internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social, 

and Cultural Rights (ICESCR) yang didalamnya mencakup tentang pemenuhan 

hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak atas standar kehidupan yang 

layak. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian multilateral PBB yang 

disahkan pada tanggal 16 Desember 1966 dan telah diikuti oleh total 164 negara 

anggota pada tahun 2015, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian 

internasional ini pada tahun 2005 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
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2005
64

. Dengan diratifikasinya perjanjian internasional ini, maka pemerintah 

wajib untuk mengambil kebijakan dalam menghormati (to respect), melindungi 

(to protect), dan memenuhi (to fullfil) hak-hak warga negara Indonesia. 

Kebebasan akademik dijelaskan lebih lanjut dalam Komentar Umum 

(General Comment) Pasal 13 tentang Hak untuk menikmati Pendidikan. 

Penjelasan dari Pasal 13 dibawah ini berisi tentang ruang lingkup kebebasan 

akademik. Yang berbunyi: 

“Anggota komunitas akademik, baik perorangan maupun kolektif, bebas 

untuk mengejar, mengembangkan, menyebarkan pengetahuan dan gagasan, 

melalui riset, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, penciptaan, atau 

penulisan. Kebebasan akademik meliputi kebebasan individu untuk menyatakan 

pendapat secara bebas mengenai institusi atau sistem tempat mereka bekerja, 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka tanpa adanya diskriminasi atau rasa 

takut terhadap tekanan Negara atau aktor-aktor lainnya, untuk terlibat di dalam 

lembaga-lembaga akademik profesional atau kenamaan, dan untuk menikmati hak 

asasi manusia yang diakui secara internasional dan sama berlakunya pada orang 

lain dalam wilayah yurisdiksi yang sama. Penikmatan kebebasan akademik 

menyertakan kewajiban, misalnya kewajiban untuk menghormati kebebasan 

akademik orang lain, untuk memastikan adanya diskusi yang tidak berat-sebelah 

antara pandangan-pandangan yang saling bertentangan, dan untuk 

memperlakukan setiap orang tanpa diskriminasi di area-area yang dilarang.
65
” 

 

Selain itu, kebebasan akademik juga diakui dalam Lima Declaration 1988 On 

Academic Freedom And Autonomy Of Institutions Of Higher Education yang 

diadopsi oleh World University Service. World University Service (WUS) adalah 

organisasi non pemerintah (NGO) yang fokus kepada hak asasi manusia, 

yangmana menghargai pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Organisasi ini didirikan pada tahun 1920 sebagai International Student Service 

setelah perang dunia I dan perang dunia II sebagai respon dari meningkatnya 

                                                                 
64 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvenan_Internasional_tentang_Hak-

Hak_Ekonomi,_Sosial,_dan,_Budaya Diakses Pada 24 Desember 2020. 
65 Komnas HAM, Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Komnas HAM, 2009), 163. 
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represi global terhadap kebebasan akademik. Kemudian menjadi World University 

Service pada 10 September 1950. Organisasi ini diakui sebagai organisasi 

konsultatif dibawah PBB dan UNESCO. Indonesia turut menjadi bagian dari WUS 

dengan nama World University Service Komite Indonesia
66

. Artinya Indonesia 

juga mengakui betapa pentingnya kebebasan akademik. Dalam deklarasi ini 

kebebasan akademik didefinisikan sebagai “Academic freedom” means the 

freedom of members of the academic community, individually or collectively, in 

the pursuit, development, and transmission of knowledge, through research, study, 

discussion, documentation, production, creation, teaching, lecturing, and 

writing.
67

 

Kemudian di Indonesia pada tahun 2017 lahirlah Surabaya Priciples on 

Academic Freedom 2017 (SPAF). SPAF ini merupakan hasil dari pelaksanaan 

pertemuan nasional yang diadakan oleh Serikat Pengajar HAM dan Pusat Studi 

HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang kemudian dihadiri oleh dosen, 

mahasiswa, peneliti, dan juga korban yang mendapatkan tekanan dari kampus atau 

intimidasi pihak-pihak tertentu. Pertemuan ini dilaksanakan menjelang hari HAM 

internasional, yaitu pada tanggal 5-6 Desember 2017 dan menghasilkan lima 

prinsip dasar terkait kebebasan akademik di Indonesia.
68

 Kelima prinsip tersebut 

adalah : 

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam 

rangka mengembangkan otonomi institusi akademik, 

                                                                 
66 https://www.wusgermany.de/de/internationale-bildungsarbeit/wus-international/wus-komitees-

weltweit Diakses Pada 01 Januari 2021. 
67 The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education, 2. 
68 Al Khanif, et.al, Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: 

LKiS, 2018), 53. 
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2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, 

memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian 

masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya 

sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, 

3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan 

memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah 

dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan 

terhadap nilai-nilai kemanusiaan, 

4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam 

rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan 

memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan, 

5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi 

serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan 

akademik
69

. 

 

Tekanan terhadap kebebasan akademik dapat terjadi kepada sivitas 

akademika baik individu ataupun kelompok dan pelakunya bisa siapa saja. Pihak 

yang terlibat dalam penekanan atau pengekangan kebebasan akademik secara 

umum menurut analisa Herlambang P. Wiratraman dan Lokataru Foundation 

dapat berupa individu/kelompok masyarakat, pihak/pejabat kampus, aparat (polisi 

& TNI), negara, politikus, ormas, pihak oposisi, hakim, bahkan sesama sivitas 

akademika (dosen/lembaga mahasiswa)
70

. Sedangkan wujud penekanan atau 

pengekangan terhadap kebebasan akademik diantaranya dapat berupa intimidasi 

dan ancaman kepada sivitas akademika, serta pelarangan dan pembubaran 

kegiatan
71

. Lebih lanjut, kebebasan akademik terhambat dengan adanya bentuk-

bentuk pelarangan dan pembatasan kegiatan akademik, seperti larangan 

penerbitan buku, pengembangan penelitian atau studi terkait sebuah ideologi 

tertentu, dan kegiatan demonstrasi dan diskusi yang dianggap tidak sesuai dengan 

                                                                 
69 Ibid, 54. 
70 Al Khanif, et.al, Hak Asasi Manusia…, dan www.lokataru.id Diakses Pada 27 Desember 2020, 
Lokataru Foundation, Diberangus Dikampus Laporan Riset Kebebasan Akademik Kampus 2019, 

12. 
71 Ibid. 
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sebuah ideologi yang dianut negara. Semua bentuk larangan dan pembatasan 

kebebasan akademik diatas berkaitan erat dengan suasana politik dan 

pemerintahan yang sedang berlangsung
72

.    

D. Kebebasan Akademik Dalam Hukum Positif 

1. Kebebasan Akademik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Pengaturan tentang hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, hingga ratifikasi perjanjian-

perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak warga negara. Sudah tentu 

Indonesia juga mengakui adanya kebebasan akademik sebagai hak bagi sivitas 

akademika. Kebebasan akademik diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pasal 8 ayat (1) berbunyi 

“Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan”. 

 

Dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Kebebasan akademik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam 

pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”. 

 

Kebebasan akademik adalah salah satu hak yang tidak dapat dipisahkan dari 

warga negara yang terlibat dalam perguruan tinggi sebagai sivitas akademika. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip memiliki arti; asas 

(kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), 
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Jakad Publishing, 2018), 103. 
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dasar
73

. Prinsip kebebasan akademik merupakan dasar dari pemikiran tentang 

perilaku/tindakan yang berkaitan dengan kebebasan akademik. Prinsip kebebasan 

akademik yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi adalah; 

a. Kebebasan akademik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap sivitas 

akademika; 

b. Kebebasan akademik berguna bagi pengembangan budaya akademik; 

c. Kebebasan akademik untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan 

Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. 

 Ketika kebebasan akademik telah diakui sebagai bagian dari hak asasi 

manusia, maka jaminan dan perlindungan akan pelaksanaannya menjadi hal yang 

sangat penting diperhatikan. Oleh karena itu, kampus sebagai otoritas dimana 

sivitas akademika melakukan kegiatan akademik harus memberikan perlindungan 

terhadap kebebasan akademik demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kemajuan dari institusi terkait. Pelaksanaan kebebasan akademik diatur 

dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 dimana pelaksanaan kebebasan 

akademik beserta kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di 

Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan 

pimpinan Perguruan Tinggi wajib melindungi serta memfasilitasinya. 

Artinya kebebasan akademik melekat di setiap diri sivitas akademika, tidak 

dapat diganggu ataupun dilanggar. Oleh karena itu, ia dapat dengan bebas 

melaksanakan aktivitas akademik namun tetap bertanggung jawab secara mandiri.  

                                                                 
73 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 
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Menurut Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa melalui pimpinan 

Perguruan Tinggi, kampus wajib memberikan perlindungan dan memberikan 

fasilitas yang dibutuhkan selama pelaksanaan kebebasan akademik. Hal ini adalah 

suatu keharusan, maka pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyusun peraturan 

dasar (statuta) dalam lingkungan akademiknya yang memuat tentang kebebasan 

akademik sebagai jaminan dan perlindungan bagi sivitas akademika untuk 

mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 60 ayat (5) UU 

12/2012). 

Terkait sanksi, UU 12/2012 Pasal 92 mengatur tentang sanksi administratif 

bagi perguruan tinggi, yang salah satunya apabila melanggar Pasal 8 ayat (3), 

maka akan diberikan sanksi administratif yang telah ditentukan dalam Pasal 92 

ayat (2) berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah; 

c. Penghentian sementara kegiatan peyelenggaraan Pendidikan; 

d. Penghentian pembinaan, dan/atau; 

e. Pencabutan izin. 

 

 Lantas kegiatan yang seperti apa yang harus dilaksanakan berdasarkan 

kebebasan akademik? Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 disebutkan 

bahwa kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendalami 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum kegiatan di 

lingkup akademik ini adalah segala bentuk kegiatan yang terkait dengan 

pemenuhan tugas, hak, dan kewajiban sivitas akademika di perguruan tinggi, 

kegiatan itu harus selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang 
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tercakup dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini bentuknya 

sangat beragam, diantaranya: 

a. Belajar-mengajar (Pasal 12), 

b. Mengadakan penelitian terhadap suatu topik/kasus tertentu dan 

mempublikasikan hasil penelitian (Pasal 12 ayat (2)), 

c. Mengembangkan potensi diri (Pasal 13 (1)), 

d. Menggunakan fasilitas kampus dengan layak, dan berbagai media sebagai 

sarana pembelajaran, seperti: buku, e-book, video, film, audio, dan lain-

lain serta menggunakan akses internet dan media massa yang 

berhubungan dengan kebutuhan sivitas akademika (Pasal 13 ayat (4) dan 

Pasal 41), 

e. Mengikuti organisasi, ekstrakulikuler ataupun intrakulikuler (Pasal 14), 

f. Terjun langsung dalam masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada 

masyarakat, seperti program-program yang diadakan oleh 

kampus/fakultas. Seperti: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Program 

Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Kerja Lapangan (PKL), pertukaran 

pelajar, magang, dan lain-lain (Pasal 47), 

g. Membuat organisasi/kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan 

diri (Pasal 77), 

Lebih lanjut, berfokus pada kebebasan akademik yang dimiliki oleh 

mahasiswa, kebebasan ini memiliki lingkup yang lebih luas dari pada yang 

tercantum dalam undang-undang. Kebebasan akademik tersebut antara lain 

kebebasan dalam menyampaikan pendapat, menyimpan materi pelajaran dalam 
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bentuk file, dan bebas dari sekat-sekat ideologi politik. Adapun kegiatan 

ekstrakulikuler yang ada dalam lingkup akademik adalah seminar, persentasi, 

forum ilmiah, diskusi atau kajian ilmiah, bedah buku, dan-lain-lain
74

. 

Namun kegiatan akademik sangat dimungkinkan tidak hanya terbatas pada 

hal-hal tersebut di atas. Kegiatan akademik dapat bermakna luas. Kegiatan 

akademik bisa beragam tergantung pada perkembangan dunia pendidikan dan 

bagaimana sivitas akademika membuat suatu gagasan baru dalam perguruan 

tinggi. 

Pun harus disadari bahwa kebebasan akademik termasuk ke dalam derogable 

rights yang artinya hak ini dapat dibatasi
75

, karena hak ini ada apabila terdapat 

pengakuan dan pengaturan tentangnya. Jadi dia bukanlah hak yang “fitrah” dan 

melekat di setiap manusia, seperti hak untuk hidup. Pembatasan yang diberikan 

hanya sebatas limitasi dari pemerintah agar kebebasan akademik tidak 

disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keilmuan serta tetap 

berpegang pada Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga kebebasan akademik tetap 

pada lajur kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum. Pembatasan 

kebebasan akademik dapat terjadi apabila kegiatan akademik yang dilakukan oleh 

sivitas akademika benar-benar menyimpang dari aturan dan membawa dampak 

serta efek negatif bagi dunia pendidikan. Selain itu kebebasan akademik juga 

harus terbebas dari unsur politik hingga campur tangan kepentingan suatu 

pihak/oknum. Karena tujuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 
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Indonesia dan Reativ, 2020), 75-76. 
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mempelajari dan mencari suatu kebenaran yang diharapkan bebas nilai atau tidak 

mendapatkan pengaruh dari pihak manapun. 

 

2. Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Sejauh ini pengaturan tentang kebebasan akademik hanya ada dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sumber atau 

induk dari kebebasan akademik pun tidak dijelaskan oleh peraturan perundang-

undangan lain yang ada diatasnya. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan darimana 

kebebasan ini lahir atau mulai digagas. Yang pasti kebebasan akademik mulai 

ada dan melekat ketika sebuah institusi yang disebut dengan Perguruan Tinggi itu 

ada.  

Merujuk pada tulisan yang telah ada sebelumnya, dalam perguruan tinggi 

kebebasan akademik sering dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Karena 

pada kenyataannya bentuk kebebasan berpendapat adalah menyampaikan pikiran 

melalui diskusi, orasi, ataupun tulisan
76

. Tulisan lain juga menyebutkan bahwa 

kebebasan akademik adalah wujud atau bagian daripada kebebasan berekspresi 

dan berpendapat yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam lingkup 

perguruan tinggi
77

. Disebutkan pula bahwa kebebasan akademik adalah suatu 

kebebasan yang berasal dari penggunaan akal secara maksimal. Sehingga bisa 

                                                                 
76 Fridiyanto, Kaum Intelektual Dalam Catatan Kaki Kekuasaan, (Lampung: Gre Publishing, 

2017), 353. 
77
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dikatakan bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan berpikir 

dan berpendapat
78

. 

Oleh karena itu, kebebasan akademik erat kaitannya dengan kebebasan 

berpikir, berekspresi, dan berpendapat. Dalam bahasan hak asasi manusia, 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia mengakui adanya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia 

sebagaimana bunyi Pasal 2: 

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 

pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, 

dan kecerdasan serta keadilan”. 

 

Macam-macam hak dan kebebasan ada dalam Pasal 4 yang berbunyi  

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. 

 

Selanjutnya kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang 

berbunyi: 

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan 

pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak 

maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 

ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. 

 

Dan ketentuan lain terkait kebebasan berpendapat ada pada Pasal 25 yang 

berbunyi: 

 

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 
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Kebebasan berpendapat dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai 

kebebasan dasar manusia. Artinya, kebebasan ini merupakan hak kodrati yang 

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah yang dimiliki 

setiap manusia yang ada dimuka bumi ini. Karena hak ini adalah pemberian dari 

Tuhan, maka tidak ada satupun yang boleh mencederai, bahkan negara atau 

pemerintah sekalipun. 

Meskipun berkaitan erat antara kebebasan berpikir dan kebebasan 

berpendapat dengan kebebasan akademik, namun perlu digarisbawahi bahwa ada 

perbedaan diantara keduanya. Perbedaan ada pada subjek dan luas cakupan. 

Dalam kebebasan berpendapat, subjek/pemilik kebebasan ini adalah masyarakat 

Indonesia secara umum. Tidak terbatas pada suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Kemudian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kebebasan 

berpendapat berasal dari Tuhan YME sebagai hak kodrati.  

Sedangkan kebebasan akademik ini hanya diperuntukkan untuk lingkup 

akademik, seperti halnya Perguruan tinggi. Subjek kebebasan ini juga terbatas 

pada sivitas akademika. Sehingga kebebasan akademik dapat dibatasi sesuai 

dengan kebutuhan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Namun tetap saja, nilai dasar dari kebebasan 

akademik berasal dari kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat, dalam hal 

ini mahasiswa dan dosen berhak menyuarakan pendapat, temuan serta 

keilmuannya demi perkembangan dunia pendidikan. 
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3. Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, namun telah disebutkan bahwa kebebasan akademik dikaitkan dengan 

kebebasan berpikir, berkespresi, dan berpendapat. Hal ini termaktub dalam UUD 

1945 Pasal 28E ayat (3) berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat” 

 

Sivitas akademika memiliki kebebasan untuk berpikir dan kemudian 

mengemukakan pikirannya melalui sebuah pendapat, baik secara lisan maupun 

tulisan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

penelitian yang dilakukannya. Kemudian sivitas akademika juga dapat berkumpul 

atau melakukan perserikatan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

selama tidak melanggar norma dan kaedah keilmuan. 

Selain ditinjau dari kebebasan berpikir dan berpendapat yang diyakini sebagai 

sumber kebebasan akademik, maka dapat dilihat dari lingkup pembahasannya, 

bahwa kebebasan akademik juga erat kaitannya dengan beberapa Pasal dalam 

UUD 1945 yang berhubungan dengan pengembangan diri dan hak memperoleh 

pendidikan. 

 Pasal 28C ayat (1) berbunyi: 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” 

 

 Selain itu Pasal 28F juga memberikan jaminan untuk melakukan 

pengembangan diri melalui komunikasi dan informasi serta kebebasan untuk 
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melakukan beberapa aktivitas lain melalui berbagai jenis saluran/media yang 

tersedia.  

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan infomasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” 

 

Juga Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”, 

yangmana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan dijamin oleh 

pemerintah, artinya pemerintah juga menjamin kebebasan akademik sebagai ruh 

dari pelaksanaan kegiatan akademik. 

Melalui Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang telah disebutkan di atas, maka 

kebebasan akademik secara tidak langsung dapat dikatakan telah dijamin dalam 

konstitusi. Konstitusi memang tidak memberikan penjelasan yang spesifik karena 

sifatnya yang mendasar dan dapat ditafsirkan, sehingga memungkinkan untuk 

diterapkan dalam berbagai keadaan dan situasi. 
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BAB III 

DUGAAN MAKAR WEBINAR CONSTITUTIONAL LAW SOCIETY 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Akademik 

Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang bersifat fundamental bagi 

sivitas akademika dalam perguruan tinggi. Kebebasan akademik diatur dalam 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi yang berbunyi: 

 “Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan”.  

 

Dan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Kebebasan akademik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam 

pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”. 

 

Konsep kebebasan akademik sudah lebih dahulu dikenal di negara-negara 

Barat. Perkembangan dunia pendidikan, dalam hal ini ilmu pengetahuan dan 

teknologi disana sudah berkembang lebih dahulu daripada di Indonesia. Gagasan 

tentang kebebasan akademik muncul karena sivitas akademika tidak mendapatkan 

hak yang selayaknya ia dapatkan untuk mendalami dan mengembangkan 

pengetahuannya. Ini terjadi lantaran adanya represi dan hambatan dari negara 

bahkan pihak kampus sendiri ketika ruang akademik mengkaji sesuatu yang 

dianggap berbeda dengan kemauan negara atau kampus tersebut. Akibat upaya 

inilah pemahaman tentang kebebasan akademik meluas hingga diakui oleh negara 

bahkan dunia Internasional. 
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Selanjutnya, kebebasan akademik juga diakui sebagai bagian dari hak asasi 

manusia sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Internasional Hak-hak Sosial, 

Ekonomi, dan Budaya (ekosob) dan Deklarasi Lima. Kebebasan akademik juga 

diyakini sebagai cabang dari kebebasan berpikir, berekspresi dan berpendapat. Hal 

ini dijamin dalam Pasal 2, 4, 23 ayat (2), dan 25 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya Pasal 28E ayat (3), 

serta kebebasan lain dalam lingkup pendidikan atau akademik, seperti hak 

mengembangkan diri dalam Pasal 28C ayat (1), hak memperoleh informasi dalam 

Pasal 28F, dan hak memperoleh pendidikan dalam Pasal 31. 

B. Dugaan Makar Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada 

Constitutional Law Society atau selanjutnya disebut sebagai CLS adalah suatu 

kumpulan/komunitas yang terdiri dari mahasiswa Hukum Tata Negara di Fakultas 

Hukum Universitas Gajah Mada. Seperti halnya komunitas-komunitas lain, CLS 

FH UGM turut menggelar webinar di masa pandemi covid-19 ini. Dalam serial 

Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) 1, pada tanggal 28 

Mei 2020 CLS membagikan poster/flyer melalui akun instagram resminya 

@clsfhugm yang berisi sebuah webinar dengan tema “Persoalan Pemecatan 

Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” akan 

dilaksanakan tanggal 29 Mei 2020 pukul 14.00-16.00 WIB via Aplikasi Zoom 

Cloud Meeting dengan seorang narasumber yaitu Guru Besar Hukum Universitas 

Islam Indonesia, Prof. Dr. Ni‟matul Huda, SH., M.Hum dan dimoderatori oleh 

seorang mahasiswa bernama M. Anugerah Perdana. Webinar ini merupakan 
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inisiatif komunitas mahasiswa itu sendiri, karena CLS merupakan komunitas yang 

ada di Fakultas Hukum yang tidak digerakkan universitas maupun fakultas
79

.  

Untuk kronologi peristiwa dugaan makar webinar ini, Aditya Halimawan, 

Ketua CLS dalam kesempatan lain di webinar yang diadakan Iblam School of 

Law
80

 memaparkan kronologi webinar “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah 

Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” mulai dari ide diambilnya tema 

tersebut hingga keadaan pasca ancaman dan teror terjadi.  

Ide awal diambilnya tema pemecatan Presiden ini dimana di Twitter sedang 

ada perbincangan terkait penurunan Presiden, karena beberapa masyarakat 

menganggap bahwa Presiden telah gagal dalam menangani Pandemi Covid-19. 

Untuk itu, CLS menilai bahwa isu seperti ini perlu untuk diluruskan. Menurutnya 

tidak semua masyarakat tahu terkait prosedur pemakzulan/impeachment Presiden, 

terlebih pada masyarakat yang memang tidak bergerak di bidang hukum. 

Sehingga dengan diangkatnya isu tersebut ke dalam suatu webinar, CLS berharap 

dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa menurunkan Presiden 

tidak bisa dilakukan hanya karena dia dianggap gagal dalam menangani Pandemi 

Covid-19. Melainkan harus ada syarat dan prosedur tertentu. 

Kemudian pada tanggal 24 Mei 2020, CLS mengadakan rapat untuk 

membahas dan menentukan tema diskusi sekaligus menentukan narasumber yang 

akan diundang dalam webinar tersebut. Dalam daftar narasumber yang ada, Prof. 
                                                                 
79 https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-

pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901 Diakses Pada 18 Maret 2021. 
80

 https://youtu.be/4dw9WWzVOyk Diakses Pada 22 Maret 2021. Ini adalah sebuah webinar yang 

diadakan oleh Iblam School of Law diunggah di channel Youtube Rahmat Dwi Putranto, dengan 

judul “Kajian Akademik: Makar & Pemakzulan di Indonesia”. Yang diadakan pada 11 Juni 2020. 

Dimana salah satu dari narasumbernya adalah Aditya Halimawan, Ketua Constitutional Law 

Society. Beliau memaparkan kronologi kejadian, mulai dari ide hingga keadaan pasca pembatalan 

webinar. 

https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901
https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901
https://youtu.be/4dw9WWzVOyk
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Dr. Ni‟matul Huda, SH., M.Hum lah yang akhirnya dipilih dan siap untuk mengisi 

webinar. Ditentukan pula materi yang akan didiskusikan yaitu seputar sejarah 

perjalanan pemakzulan, mekanisme pemakzulan, dan kaitannya dengan isu yang 

terjadi saat itu, yaitu pemecatan Presiden di tengah Pandemi Covid-19. Tanggal 

28 Mei 2020, CLS mulai memposting poster/flyer webinar dengan tema 

“Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem 

Ketatanegaraan”. Dari poster itulah sebuah polemik muncul di hari yang sama. 

Polemik dimulai ketika seorang akademisi Fakultas Teknik Sekolah 

Pascasarjana Universitas Gajah Mada Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, 

M.Sc, Lic.Eng, Ph.D membuat tulisan di tagar.id dengan judul “Gerakan Makar” 

yang kurang lebih tulisan tersebut berisi bahwa dalam keadaan Pandemi Covid-19 

Presiden Joko Widodo telah bertindak sigap memberikan penanganan terhadap 

keadaan yang sedang terjadi dan tidak menyalahi aturan. 

 “…pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-

19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini 

jelas makar dan harus ditindak tegas…”
81

  

 

Sehingga dalam tulisan ini beliau menduga bahwa webinar yang akan 

dilaksanakan merupakan sebuah wacana untuk melakukan makar dan 

menganggap bahwa CLS sedang menyebarkan kebencian terhadap Presiden dan 

membuat kegaduhan politik
82

. 

Karena tulisan ini, Aditya menyebut bahwa ada semacam domino effect atau 

efek beruntun dari tulisan tersebut yang menggiring opini masyarakat luas. 

Karena hal ini, di hari itu juga CLS memberikan tanggapan dan klarifikasi serta 

                                                                 
81

 https://www.tagar.id/gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19 Diakses Pada 18 

Maret 2021. 
82 Ibid. 

https://www.tagar.id/gerakan-makar-di-ugm-saat-jokowi-sibuk-atasi-covid19
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mengganti judul webinar yang dianggap sebagai sumber kesalahpahaman tersebut 

menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem 

Ketatanegaraan” yang dinilai lebih sesuai dengan konstitusi. Malam harinya 

ancaman dan teror mulai terjadi. Hal tersebut ditujukan kepada para pihak yang 

namanya tercantum dalam poster webinar, yaitu Prof. Dr. Ni‟matul Huda, SH., 

M.Hum sebagai narasumber, M. Anugerah Perdana sebagai moderator, Fisco dan 

Malik Anwar sebagai narahubung
83

. 

Dikabarkan bahwa pada pukul 23.00 WIB, sejumlah teror terjadi di kediaman 

Prof. Ni‟matul Huda. Seperti gedoran pintu dan juga bel yang dibunyikan. Pagi 

harinya, ada beberapa orang yang tidak dikenal terlihat mondar-mandir di depan 

rumah
84

. Sedangkan M. Anugerah Perdana menerima telepon dari seseorang yang 

mengaku dari Polres yang mengajaknya bertemu pukul 12 malam. Tanggal 29 

Mei 2020 sekitar pukul 01.00 hingga 02.00 WIB dini hari, sang moderator juga 

mendapatkan orderan fiktif dari Go food dan Go car kerumahnya. Karena hal ini, 

Aditya berkoordinasi dengan lembaga/organisasi seperti Lokataru, LBH Jogja, 

dan organisasi lainnya serta dosen untuk mengatasi teror yang terjadi. Kemudian 

pada pukul 02.00 hingga 03.00 dini hari, Anugerah dan Fisco serta keluarganya 

mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang yang mengaku mengetahui semua 

nama anggota keluarganya. Sampai pada akhirnya Anugerah dan Fisco 

mendapatkan perlindungan dari lembaga dan organisasi yang telah dihubungi 

sebelumnya. 

                                                                 
83 https://nasional.kontan.co.id/news/begini-kronologis-ancaman-pembunuhan-kepada-panitia-

diskusi-mahasiswa-ugm Diakses Pada 18 Maret 2021. 
84 https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-

pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901 Diakses Pada 22 Maret 2021. 

https://nasional.kontan.co.id/news/begini-kronologis-ancaman-pembunuhan-kepada-panitia-diskusi-mahasiswa-ugm
https://nasional.kontan.co.id/news/begini-kronologis-ancaman-pembunuhan-kepada-panitia-diskusi-mahasiswa-ugm
https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901
https://kumparan.com/kumparannews/diskusi-pemecatan-presiden-di-ugm-berbuntut-teror-ke-pengisi-dan-panitia-acara-1tVm6oBG901
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 Pukul 04.00 pagi hari, para peserta webinar yang sudah mendaftar tiba-tiba 

dikeluarkan dari grup Whatsapp oleh nomor kepunyaan narahubung yang telah 

diretas. Nomor itu juga membagikan hoaks terkait pembatalan webinar, padahal 

dari pihak CLS sendiri belum memberitahukan tindakan selanjutnya. Mengetahui 

hal ini, CLS menghubungi Prof. Ni‟matul Huda hingga akhirnya sepakat untuk 

membatalkan penyelenggaraan webinar tersebut.  

 Kemudian CLS melakukan klarifikasi melalui pers, seperti Tribun Jogja 

untuk meluruskan tujuan webinar dan mengatakan bahwa penurunan Presiden 

tidak bisa dilakukan sembarangan. Selain itu, CLS juga melakukan klarifikasi 

melalui akun Instagram resmi, namun tak lama kemudian akun tersebut diretas 

dan hilang. Aditya mencoba melakukan klarifikasi dan pemberitahuan terkait 

akun CLS yang diretas melalui akun Instagram pribadinya, namun akun 

pribadinya tersebut ikut diretas dan semua postingannya hilang
85

.  

 Sekitar pukul 13.00 WIB, M. Anugerah dan Fisco menerima pesan singkat 

dari seseorang yang mengaku berasal dari Organisasi Masyarakat Muhammadiyah 

Klaten yang memberikan ancaman pembunuhan kepada mereka dan keluarga
86

. 

Namun hal ini dibantah oleh Abdul Rodhi, Ketua Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Klaten. Dalam klarifikasinya beliau menyatakan bahwa bukan 

pihaknya yang melakukan hal tersebut
87

.  

 Atas peristiwa ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. 

Sigit Riyanto., SH., L.LM melalui Press Release tanggal 29 Mei 2020 menyatakan 

                                                                 
85 https://youtu.be/4dw9WWzVOyk Diakses Pada 22 Maret 2021. 
86 https://citraindonesia.com/ugm-monolak-dibungkam/ Diakses Pada 23 Maret 2021. 
87 https://amp.kontan.co.id/news/namanya-dicatut-terkait-ancaman-diskusi-ugm-muhammadiyah-

klaten-minta-polisi-usut Diakses Pada 23 Maret 2021. 

https://youtu.be/4dw9WWzVOyk
https://citraindonesia.com/ugm-monolak-dibungkam/
https://amp.kontan.co.id/news/namanya-dicatut-terkait-ancaman-diskusi-ugm-muhammadiyah-klaten-minta-polisi-usut
https://amp.kontan.co.id/news/namanya-dicatut-terkait-ancaman-diskusi-ugm-muhammadiyah-klaten-minta-polisi-usut
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bahwa webinar yang telah dibatalkan adalah kegiatan diskusi yang murni digagas 

oleh para mahasiswa CLS. Dan menyatakan bahwa ancaman dan teror ini diduga 

bermula dari tulisan Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, 

Ph.D di tagar.id dengan judul “Gerakan Makar”. Selain itu Fakultas juga akan 

mendukung kegiatan diskusi ilmiah mahasiswa sebagai bentuk kebebasan 

akademik dan kebebasan berpendapat serta mengecam segala bentuk provokasi 

dan ancaman yang dapat mengganggu nama baik hingga psikologis pihak-pihak 

yang ada didalamnya
88

. 

 Dikutip dari kumparanNEWS, pihaknya telah menghubungi Ir. Bagas dan 

menjelaskan bahwa beliau tidak berlebihan dalam mengembangkan opini pribadi. 

Menurutnya, poster yang dibuat oleh CLS mengandung provokasi soal pemecatan 

Presiden. “…bagi saya kalau Presiden yang terpilih secara sah demokratis 

diturunkan itu artinya makar…”. Kemudian beliau juga mempersilahkan untuk 

menafsirkan tulisannya dalam tagar.id yang menuduhnya sebagai provokator. 

Namun, beliau mengungkap bila tidak tahu menahu soal teror dan ancaman yang 

menimpa narasumber dan CLS
89

. 

 Di sisi lain, Prof. Ni‟matul Huda melapor ke Polda DIY pada tanggal 2 Juni 

2020 terkait teror yang didapatnya dari orang-orang tak dikenal serta melaporkan 

dosen pembuat tulisan yang telah menggiring opini masyarakat terkait gerakan 

makar. Beliau berpendapat bahwa apa yang ada dalam tulisan tersebut adalah 

sebuah fitnah yang mencemarkan nama baiknya. Namun yang bersangkutan 

                                                                 
88 https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/06/Press-Release-by-Dean-FH-30-

Mei-2020-1.pdf Diakses Pada 22 Maret 2021. 
89 https://kumparan.com/kumparannews/dosen-teknik-ugm-bantah-lakukan-provokasi-di-diskusi-

pemecatan-presiden-1tW6ElKL13S Diakses Pada 24 Maret 2021. 

https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/06/Press-Release-by-Dean-FH-30-Mei-2020-1.pdf
https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/06/Press-Release-by-Dean-FH-30-Mei-2020-1.pdf
https://kumparan.com/kumparannews/dosen-teknik-ugm-bantah-lakukan-provokasi-di-diskusi-pemecatan-presiden-1tW6ElKL13S
https://kumparan.com/kumparannews/dosen-teknik-ugm-bantah-lakukan-provokasi-di-diskusi-pemecatan-presiden-1tW6ElKL13S
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mengaku pasif saja menanggapi laporan ini. Pihak UGM menyatakan akan 

memberikan pendampingan hukum kepada Ir. Bagas agar proses hukum berjalan 

dengan baik
90

. 

 Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto mengatakan bahwa Polda 

DIY telah memeriksa lima orang saksi, salah satu diantaranya adalah Ir. Bagas 

Pujilaksono yang diduga mencemarkan nama baik dan melanggar UU ITE dalam 

kurun waktu Juli 2020
91

. Namun hingga saat ini belum ada kabar terbaru terkait 

hasil pemeriksaan dan kelanjutan dari kasus tersebut. 

                                                                 
90 https://m.mediaindonesia.com/nusantara/319247/ugm-siap-beri-pendampingan-hukum-bagas-

pujilaksono Diakses Pada 23 Maret 2021. 
91 
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/re

ad/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-uii-

diperiksa-

polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmuYKHYqlCHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VO

FERseVtBwdqsfybbWrD Diakses Pada 23 Maret 2021. 

https://m.mediaindonesia.com/nusantara/319247/ugm-siap-beri-pendampingan-hukum-bagas-pujilaksono
https://m.mediaindonesia.com/nusantara/319247/ugm-siap-beri-pendampingan-hukum-bagas-pujilaksono
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-uii-diperiksa-polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmuYKHYqlCHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VOFERseVtBwdqsfybbWrD
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-uii-diperiksa-polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmuYKHYqlCHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VOFERseVtBwdqsfybbWrD
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-uii-diperiksa-polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmuYKHYqlCHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VOFERseVtBwdqsfybbWrD
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-uii-diperiksa-polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmuYKHYqlCHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VOFERseVtBwdqsfybbWrD
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/17/512/1044682/dosen-ugm-diduga-pelaku-pencemaran-nama-baik-dosen-uii-diperiksa-polisi&ved=2ahUKEwjo_JjwocXvAhUhmuYKHYqlCHEQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1VOFERseVtBwdqsfybbWrD


 

65 
 

BAB IV 

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYA<SAH TERHADAP 

KEBEBASAN AKADEMIK DALAM KASUS DUGAAN MAKAR 

WEBINAR CONSTITUTIONAL LAW SOCIETY FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS GAJAH MADA 

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kebebasan Akademik Dalam Dugaan 

Makar Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas 

Gajah Mada 

Kebebasan akademik merupakan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan 

bidang pendidikan. Kebebasan akademik merupakan suatu kebebasan yang 

berasal dari kebebasan berpikir, berekspresi dan berpendapat bagi sivitas 

akademika yang ada dalam lingkup Perguruan Tinggi. Kebebasan akademik 

diakui secara universal, tidak hanya di Indonesia saja. Masyarakat perguruan 

tinggi dunia telah menaruh perhatian pada isu tentang kebebasan akademik yang 

sudah berkembang sejak abad ke-19 M. Bahkan hingga hari ini isu terkait 

penekanan atau pengekangan terhadap kebebasan akademik masih hangat 

diperbincangkan. Namun di Indonesia sendiri tidak banyak yang mengetahui akan 

adanya suatu kebebasan akademik meskipun hal tersebut sudah diatur pada 

beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

didalamnya telah menyebutkan secara eksplisit pengaturan tentang kebebasan 

akademik, termasuk mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Artinya Undang-

Undang sebagai wujud dari kebijakan pemerintah tersebut telah memberikan 
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jaminan kebebasan akademik bagi setiap sivitas akademika dalam perguruan 

tinggi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masalah kebebasan akademik 

terus mencuat. Nyatanya nilai penjaminan dan perlindungan kebebasan akademik 

dalam Undang-undang kini kian memudar. Pembatasan gerak bagi sivitas 

akademika semakin terlihat ketika ruang-ruang diskusi mulai ditutup. Upaya 

penutupan ruang-ruang diskusi bisa dilihat dari seberapa sensitif dan seberapa 

berpengaruhnya topik yang diangkat. Sehingga karena faktor inilah kebebasan 

akademik seolah “dikawal”, bukan dalam artian turut kritis, namun tujuannya agar 

tidak bertentangan dengan kemauan salah satu pihak.  

Sementara itu, di masa pandemi Covid-19 hampir semua kegiatan mulai dari 

bekerja hingga sekolah dialihkan melalui media online. Mulai dari siswa tingkat 

dasar hingga tingkat perguruan tinggi pembelajaran dilaksanakan di rumah 

masing-masing menggunakan aplikasi seperti google classroom, zoom cloud 

meeting, google meeting, dan lain-lain guna mendukung terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar. Begitu juga acara seperti seminar yang biasanya diadakan di 

aula atau salah satu gedung di kampus, kini kita dapat dengan mudah 

mengikutinya lewat media online. Selain dapat dilakukan dengan jarak jauh, 

seminar online atau biasa disebut dengan webinar ini lebih mudah diakses oleh 

siapa saja dan lebih mudah diikuti karena kebanyakan penyelenggara 

menggratiskan webinar-webinarnya dan yang pasti pihak penyelenggara lebih 

dimudahkan karena tidak harus mendatangkan narasumber secara langsung. 

Alhasil, di masa pandemi ini tidak semua kegiatan belajar mengajar menjadi sulit. 

Webinar merupakan salah satu jalan bagi pelajar untuk menambah wawasan 
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mereka. Bahkan mahasiswa dari kampus yang berbeda dapat mengikuti webinar 

yang diadakan oleh kampus lain dengan mudah. 

Salah satu webinar yang akan diadakan pada tahun 2020 adalah webinar yang 

bertemakan “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari 

Sistem Ketatanegaraan”. Karena memunculkan polemik, akhirnya tema webinar 

diubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari 

Sistem Ketatanegaraan”. Webinar ini menjadi perbincangan hangat di media 

sosial hingga stasiun televisi karena temanya yang menyebabkan polemik dan 

sempat menjadi kontroversi di tanah air, khususnya di kalangan cendekiawan. 

Hingga bergulirlah isu kebebasan akademik yang dicederai. Kebebasan akademik 

siapa? Yang pasti kebebasan akademik sivitas akademika, merujuk pada Pasal 1 

angka 13 UU Nomor 12 Tahun 2012 yaitu dosen dan mahasiswa. Dalam kasus 

tersebut, yang menjadi dosen adalah sang narasumber, yaitu Prof. Dr. Ni‟matul 

Huda, SH., M.Hum. Sedangkan mahasiswa dalam hal ini adalah penyelenggara, 

yaitu anggota Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah 

Mada, termasuk moderator dan kedua narahubung.  

Kegiatan akademik yang menjadi agenda dalam webinar tersebut adalah 

diskusi secara online. Menurut KBBI diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk 

bertukar pikiran mengenai suatu masalah
92

. Sedangkan secara umum fungsi dari 

webinar sendiri adalah membahas suatu permasalahan dengan melibatkan 

seseorang yang dianggap lebih ahli dibidangnya untuk menyampaikan keilmuan 

serta gagasan-gagasannya guna memberikan jalan terang terhadap permasalahan 

                                                                 
92 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 
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yang diangkat. Ketika kegiatan transfer ilmu dan informasi ini dibatasi maka ilmu 

pengetahuan akan “mandek” atau statis, tidak mengalami kemajuan. Oleh sebab 

itu, sivitas akademika memiliki kebebasan akademik tidak lain adalah untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan dibatasinya ruang-ruang 

diskusi maka akan menutup pula kemampuan seseorang untuk berpikir, 

menyalurkan pikiran, serta pemecahan masalah. 

Meskipun diskusi ini dilakukan di luar kampus, yaitu secara online melalui 

Zoom Cloud Meeting, namun merujuk pada pendapat Bivitri Susanti S.H., LL.M 

bahwa diskusi ilmiah tidak terbatas di lingkup kampus, diskusi bisa dilakukan di 

luar kampus asal membahas suatu topik dari sudut keilmuan tertentu. Maka dapat 

disimpulkan bahwa webinar yang akan dilakukan termasuk dalam kegiatan 

akademik, karena :  

1. Dilakukan oleh sivitas akademika  

2. Mengangkat isu dari bidang keilmuan hukum dan, 

3. Bersifat ilmiah. 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan webinar tersebut para sivitas akademika 

sudah pasti memiliki kebebasan akademik. Setelah mengetahui bahwa kebebasan 

akademik memang seharusnya ada, maka selanjutnya bentuk pengekangan apa 

yang menyebabkan kebebasan akademik mereka dicederai?. Dalam hal ini pihak 

yang terkait, baik mahasiswa hingga narasumber mengalami tekanan berupa 

asumsi makar dan juga teror serta ancaman dari oknum yang salah mengartikan 

tema webinar. Karena mengalami hal tersebut, pada akhirnya webinar ini 

berujung dengan pembatalan.  
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Jika mengurai instrumen apa saja yang memuat kebebasan akademik, maka 

sebenarnya di Indonesia kebebasan akademik sudah terjamin karena diakui oleh 

negara. Seperti yang disebutkan secara langsung dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 

9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berbunyi: 

“Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan” dan “Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan 

tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma”. 

 

Didukung dengan ketentuan kebebasan berpikir dan berpendapat dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang ada dalam: 

Pasal 2 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. 

 

Macam-macam hak dan kebebasan dalam Pasal 4 yang berbunyi: 

 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. 

 

Kebebasan berpendapat dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: 

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan 

pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak 

maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 

ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. 

 

Dan ketentuan lain terkait kebebasan berpendapat ada pada Pasal 25 yang 

berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 

termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 
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Selain itu, kebebasan akademik diperkuat dengan ketentuan kebebasan 

berpikir dan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Yang berbunyi 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 

pendapat”. 

 

Ditambah pengakuan dalam konferensi nasional, yaitu Lima Prinsip 

kebebasan akademik dalam Surabaya Principles on Academic Freedom 2017, 

serta pengakuan dan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2005 terhadap International Convenant on Economic, 

Social, and Culture Rights. Maka sebenarnya sedikit kurang tepat jika dikatakan 

bahwa kebebasan akademik kurang dijamin pelindungannya di Indonesia. Negara 

ini sebenarnya sudah sangat memperhatikan kebebasan akademik melalui regulasi 

yang dibuatnya.  

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan bukan berarti melakukan 

segala hal dengan sebebas-bebasnya. Di Indonesia, dalam UUD 1945 terdapat 

pembatasan terhadap hak dan kebebasan bagi warga negara. Hal ini termaktub 

dalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi: 

Pasal 28J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 

Pasal 28J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis.” 

 

Pasal ini merupakan pembatasan terhadap pasal-pasal yang telah disebutkan 

sebelumnya dalam UUD 1945, termasuk Pasal 28E ayat (3) terkait kebebasan 
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berpendapat. Pembatasan ini jelas bertujuan agar setiap orang dapat menghormati 

hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, dengan adanya pembatasan ini 

masyarakat dapat menggunakan kebebasannya secara efektif. 

Membicarakan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, terlebih 

kebebasan berpendapat dalam era digital ini sekiranya dapat sedikit disinggung 

mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 jo Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

yang erat dengan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.  

Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

 

Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa unsur pembatasan terhadap kebebasan 

berpendapat di media online ada pada muatan atau konten yang dipublikasi. Yaitu 

konten yang tidak memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga 

diperlukan kehati-hatian dalam menyampaikan apapun melalui media online atau 

internet, karena pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dapat dikenakan sanksi 

berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), hal ini termaktub dalam Pasal 45 ayat 

(1) UU ITE. 

Dalam kegiatan webinar ini seharusnya mahasiswa memiliki kebebasan 

berpendapat tersebut. Karena tema webinar yang akan dibahas adalah perihal yang 

tidak bertentangan dengan Konstitusi. Dimana pengaturan tentang pemakzulan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam UUD 1945. Sehingga, tema 

webinar ini tidak mengandung penghinaan terhadap kinerja Presiden dalam 
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mengatasi Pandemi Covid-19, pun tidak mencemarkan marwah Presiden yang 

tengah menjabat. 

Selanjutnya, isu tentang kebebasan akademik dapat terus muncul karena 

adanya tensi perbedaan sudut pandang hingga digunakan sebagai “alat” untuk 

pemenuhan interest atau kepentingan pihak tertentu. Terlepas dari isu agama 

hingga politik, ruang diskusi mahasiswa memang sangat rawan karena mahasiswa 

dinilai sebagai insan intelektual kritis yang dimungkinkan mampu untuk 

membawa gebrakan terhadap isu-isu yang ada di Indonesia. Pastinya tindakan 

mahasiswa akan memberikan dampak positif dan negatif bagi banyak pihak. 

Lalu bagaimana jika webinar tersebut tetap dilaksanakan? Yang pasti 

keamanan sivitas akademika akan dipertaruhkan apabila tidak mendapat 

dukungan yang sangat kuat, terutama dari kampus. Namun terlepas dari adanya 

tekanan dan ancaman, apabila webinar tersebut tetap dilaksanakan, maka akan 

semakin banyak orang yang teredukasi dan memahami topik yang hendak 

didiskusikan hingga berkurangnya kesalahpahaman terhadap tema webinar bila 

memang para peserta webinar mampu membuka pikiran seluas-luasnya dan 

bersikap netral. 

B. Tinjauan Fiqh Siya>sah Tentang Kebebasan Akademik Dalam Dugaan 

Makar Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas 

Gajah Mada 

Islam tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kebebasan akademik, 

namun kebebasan akademik terlihat dari bagaimana negara mendukung 

penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terpenting inti dari kebebasan akademik 
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adalah tidak adanya pengekangan bagi sivitas akademika dalam menjalankan 

kegiatan akademik. Sehingga kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan 

dapat dikatakan sebagai perwujudan dari kebebasan akademik. Praktek kebebasan 

akademik sudah banyak dijalankan di masa Rasulullah SAW, Khalifah, hingga 

tokoh-tokoh pembaharuan Islam, seperti pendirian masjid dan kuttab sebagai 

tempat ibadah dan belajar, penyusunan kurikulum pendidikan, hingga 

memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam sistem pendidikan islam
93

. 

Dalam islam, kebebasan akademik diakui sebagai hak asasi manusia dalam hal 

kebebasan berpikir dan menggunakan akal secara maksimal. 

Seperti yang telah diuraikan pada Bab II, hak asasi manusia merupakan 

cakupan dalam pembahasan siya>sah dustu>riyah. Hak asasi manusia menjadi 

bagian dalam pembahasan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh warga Negara 

serta bagian dari kewajiban seorang pemimpin Negara/kepala Negara. Sehingga 

hak asasi manusia merupakan aspek yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, 

dalam hal ini Islam juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

Di dalam cakupan pembahasan siya>sah dustu>riyah juga dikenal adanya 

konstitusi dan legislasi. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau peraturan 

dasar tentang hubungan antar masyarakat yang ada di sebuah Negara. Dan 

legislasi berhubungan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.  

Unsur-unsur dalam legislasi islam ada 3 yaitu: 

a. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat islam ditetapkan oleh 

pemerintah melalui kekuasaannya, 

                                                                 
93

 J. Suyuthi Pulungan, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 58. 
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b. Dilaksanakan oleh masyarakat islam, 

c. Nilai-nilai dasar syariat Islam sebagai patokan dalam pembuatan peraturan 

atau hukum. 

Pertama, hukum yang diberlakukan ditetapkan oleh pemerintah melalui 

kekuasaannya. Dalam hal ini, proses pembuatan undang-undang mulai dari 

penyusunan hingga diundangkan dilakukan oleh lembaga Legislatif bersama 

Presiden melalui kekuasaan yang dimilikinya yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Kedua, dilaksanakan oleh masyarakat islam. Meskipun dalam unsur ini 

disebutkan untuk masyarakat islam, namun dalam prakteknya ada masyarakat 

non-islam pula yang tinggal di suatu negara, terutama Indonesia yang menganut 

kebebasan beragama sehingga penduduknya terdiri dari penganut keyakinan yang 

beragam, tidak hanya Islam. Oleh karena itu, Undang-Undang dibuat dan 

diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita 

Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 

Daerah, dan Berita Daerah
94

 serta disosialisasikan kepada masyarakat tujuannya 

adalah agar seluruh masyarakat di Indonesia tahu mengenai peraturan yang harus 

mereka taati dan laksanakan. 

Ketiga, nilai-nilai dasar syariat Islam sebagai patokan pembuatan peraturan. 

Indonesia memanglah bukan negara yang menjadikan ajaran Islam ataupun ajaran 

agama lain sebagai ideologi negara. Namun peraturan perundang-undangan tidak 

boleh melanggar nilai-nilai adat istiadat dan keyakinan, termasuk nilai-nilai 

                                                                 
94 Badriyah Khaleed, Legislative Drafting, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 30. 
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syariat islam. Sudah pasti perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan 

sumber hukum yang ada, yaitu Al-Quran, Hadits, Ijma‟, Qiyas, dan Ijtihad para 

ulama. Norma-norma dalam perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari 

sumber-sumber hukum tersebut. 

Sehingga, unsur-unsur dalam legislatif islam diatas telah terpenuhi dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, 

dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan 

produk legislasi di zaman modern yang sudah memiliki sistematika yang jelas 

serta melalui proses pembuatan yang terstruktur oleh lembaga Legislasi. Sehingga 

dalam pembuatannya, peraturan perundang-undangan telah disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat. Kedua Undang-Undang ini tidak bertentangan dengan 

konstitusi sebagai peraturan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. 

Dalam perspektif siya>sah dustu>riyah, ketiga peraturan perundang-undangan 

tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan umat, dimana pemerintah melalui 

peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan dengan cara 

mengkristalkan aturan-aturan yang dianggap penting bagi hak asasi manusia 

terutama dalam hal kebebasan. Seperti yang kita tahu, Islam sangat menjunjung 

tinggi hak asasi manusia serta kebebasan. Karena kebebasan itu merupakan 

anugerah dari Allah SWT yang wajib dilindungi oleh negara.  
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Selain itu, dalam siya>sah dustu>riyah juga dibahas mengenai ummah, yang 

artinya umat. Dalam hal ini umat yang dimaksud adalah umat manusia yang 

terdiri dari umat muslim dan umat non-muslim. Dalam islam, baik umat muslim 

ataupun umat non-muslim keduanya diperhatikan dan dilindungi oleh Negara. 

Dalam hukum positif di Indonesia tidak terjadi pembatasan ataupun diskriminasi 

penerapan peraturan hanya karena perbedaan agama. Seperti pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketiganya memberikan pengaturan bagi 

masyarakat luas, tidak hanya masyarakat dengan agama mayoritas atau agama 

tertentu saja. 

Kemudian untuk kegiatan diskusi dalam webinar yang akan dilakukan oleh 

Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada adalah 

kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena berangkat dari 

usaha untuk menggunakan kemampuan berpikir secara maksimal. Anjuran 

penggunaan akal secara maksimal dalam Islam termaktub dalam Al-Quran surat 

Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi: 

ْٞوِ سَب َ٘ قَبِّتٌ اَّٰبۤءَ اىَّ ُٕ  ِْ ٍَّ ٙ اَ ِ٘ ٖۗ َٝسْتَ  ٔ خَ سَثِّ ََ ا سَحْ ْ٘ ٝشَْجُ َٗ خِشَحَ  ب َّٝحْزسَُ الْْٰ ًَ قَبۤىِٕ َّٗ جِذاً 

َٝتزَمََّشُ اُٗىُ٘ا الْْىَْجَبةِ  ب  ََ َُ ٖۗ اَِّّ ْ٘ َُ َٝعْيَ َِ لَْ  ْٝ اىَّزِ َٗ  َُ ْ٘ َُ َِ ٝعَْيَ ْٝ  اىَّزِ
  

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah 

pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama 

orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ulul albab (orang yang 

berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran
95
.” 

 

 

                                                                 
95 Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya…, 670. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dari uraian bab-bab diatas 

dan menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu dari segi hukum positif dan fiqh 

siya>sah. Maka kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Menurut hukum positif, dugaan makar terhadap webinar dengan tema 

“Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem 

Ketatanegaraan” telah melanggar kebebasan akademik yang diatur dalam Pasal 

8 ayat (1) dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. Yang berbunyi “Dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan” dan “Kebebasan 

akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan 

Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab 

melalui pelaksanaan Tridharma”. Hal ini diperkuat dengan Pasal 2, 4, 23 ayat 

(2), dan 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Serta dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28E ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

2. Menurut fiqh siya>sah dalam cakupan siya>sah dustu>riyah, bahwa kebebasan 

akademik ialah suatu kebebasan yang berangkat dari kebebasan berpikir dan 
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menggunakan akal secara maksimal. Kebebasan akademik merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh Pemerintah. Sehingga regulasi 

tentang kebebasan akademik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 telah sesuai dengan konsep hak asasi manusia, konstitusi, 

legislasi dan ummah. 

B. Saran 

Isu kebebasan akademik adalah hal yang klasik dan terus ada meski zaman 

sudah berubah. Ini menarik, karena di kemudian hari mungkin kita bisa 

menemukan masalah-masalah serupa dengan model pengekangan kebebasan 

akademik yang berbeda. Maka perlu adanya pemahaman bagi masyarakat luas 

agar semakin berhati-hati dalam berkomentar atau menanggapi suatu topik karena 

bisa jadi apa yang kita lakukan dapat mencederai kebebasan akademik seseorang. 

Serta akan lebih baik bila sebelum berargumen kita mengetahui terlebih dahulu 

substansi yang sedang dibicarakan serta mempunyai dasar argumen yang jelas dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian kajian tentang kebebasan akademik bagi sivitas akademika juga 

harus sering dilakukan, agar para sivitas akademika mengerti bahwa mereka 

mempunyai kebebasan dalam menjalankan kegiatan akademik. Dan yang 

terpenting, negara harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik 

melalui peraturan yang lebih rinci. Yang terakhir, untuk sesama sivitas 

akademika, pegiat hak asasi manusia, dan organisasi-organisasi semacam ini 
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harus lebih menaruh perhatian pada sivitas akademika yang kebebasan 

akademiknya dicederai, karena bagaimanapun juga seseorang yang haknya 

dilanggar pasti membutuhkan dukungan dan perlindungan. 
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